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MOTTO 
 
..ِّقَحْلاِب اَّلِإ ُهَّللا َمَّرَح يِتَّلا َسْفَّنلا اوُلُتْقَت اَلَو 
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah(membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar (menurut 
syara’i). 
(QS Al Isra`: 33) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
x 
 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
xi 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinyaadalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اىّتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
7. Hamzah 
xiii 
 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ محمد ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
xiv 
 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
 Deni Ristiyanti , NIM: 152131070, “TINDAK PIDANA 
ABORSIMENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA 
ISLAM(Studi Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl.)”. Permasalahan yang 
diangkat sebagai fokus penelitian adalah analisis pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl terhadap tindak pidana Aborsi 
menurut  hukum pidana Islam dan hukum Positif. Kemudian dijabarkan dalam sub 
masalah yaitu (1) Bagaimanakah Hakim dalam menerapan hukum pidana materiil 
Terhadap Tindak Pidana Aborsi Pada Putusan Pengadilan Negeri Boyolali  No. 
31/Pid.Sus/2018/PN.Byl  tentang Tindak Pidana Aborsi? (2)Bagaimana perspektif 
Hukum Pidana Islam terhadap  putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 
31/Pid.Sus/2018/PN. Byl tentang Tindak Pidana Aborsi 
 
 Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimanakah Penerapan 
Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Aborsi Pada Putusan Pengadilan 
Negeri Boyolali  No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl  tentang Tindak Pidana 
Aborsi.Untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam terhadap putusan 
Pengadilan Negeri Boyolali No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl tentang Tindak Pidana 
Aborsi. 
 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan 
mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan menelaah salinan putusan 
Pengadilan Negeri Boyolali perkara Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl Sumber 
data dari penelitian ini data sekunder, bahan hukum primair yaitu salinan putusan 
Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl Bahan hukum sekunder yaitu data yang 
diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, hasil 
penelitian, internet. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan 
ensiklopedia. 
 
 Kesimpulan yang dapat diambil adalah dasar pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara Nomor:31/Pid.Sus/2018/PN.Byl. tentang tindak pidana aborsi. . 
Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim yaitu berdasarkan dakwaan primer 
dijerat Pasal 194 UURI No. 36 tahun 2009 jo Pasal 75 ayat (2) UURI No. 36 
tahun 2009 tentang Kesehatan dengan hukuman penjara satu tahun. Sedangkan 
menurut hukum pidana Islam dalam perkara Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl 
tentang tindak pidana aborsi tersebut dijatuhi dengan jari>mah qisas diyat. 
Hukumannya adalah qis}a>s  atau diyat sempurna, kadar diyat secara sempurna 
,karena janin yang di keluarkan oleh pelaku adalah laki-laki maka membayar 
seratus ekor unta atau senilai dengan itu. 
 
Kata Kunci: Hukum Pidana Islam,Abortus Provokatus Criminalis, KUHP, 
al-ij>hadh 
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ABSTRACT 
Deni Ristiyanti, NIM: 152131070, "ABORTION CRIMINAL ACTIONS 
BY POSITIVE LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW (Decision Study No. 31 
/ Pid.Sus / 2018 / PN.Byl.)". The issue raised as a focus of research is the analysis 
of judges' considerations in deciding cases Number: 31 / Pid.Sus / 2018 / PN.Byl 
for Abortion according to Islamic criminal law and Positive law. Then, it is 
explained in sub-problems, namely (1) How is the Judge in applying material 
criminal law against the Abortion Criminal Act in Boyolali District Court's 
Decision No. 31 / Pid.Sus / 2018 / PN.Byl about Abortion? (2) What is the 
perspective of Islamic Criminal Law towards the Boyolali District Court ruling 
No. 31 / Pid.Sus / 2018 / PN. Byl about Abortion 
 This study aims to determine how the application of material criminal 
law against abortion in the decision of Boyolali District Court No. 31 / Pid.Sus / 
2018 / PN.Byl concerning Abortion. To find out the perspective of Islamic 
Criminal Law towards the Boyolali District Court decision. 31 / Pid.Sus / 2018 / 
PN.Byl concerning Abortion. 
 
 This type of research is a library research that is research by collecting 
research materials by examining the copy of Boyolali District Court's decision 
Number: 31 / Pid.Sus / 2018 / PN.Byl The data source of this research is 
secondary data, primair legal material namely copy of decision Number : 31 / 
Pid.Sus / 2018 / PN.Byl Secondary legal materials are data obtained or derived 
from library materials such as books, journals, research results, internet. Tertiary 
legal material is material that provides instructions and explanations for primary 
and secondary legal materials, such as dictionaries and encyclopedias. 
 
 The conclusion that can be drawn is the basis of the judge's judgment in 
deciding case Number: 31 / Pid.Sus / 2018 / PN.Byl. about the crime of abortion. . 
The sentence handed down by the Panel of Judges is based on the primary 
indictment charged under Article 194 UURI No. 36 of 2009 in conjunction with 
Article 75 paragraph (2) UURI No. 36 of 2009 concerning Health with a one-year 
prison sentence. Whereas according to Islamic criminal law in case Number: 31 / 
Pid.Sus / 2018 / PN.Byl about the crime of abortion is jarimah qisas diyat. The 
penalty is qis}a>s or perfect diyat, the level of diyat is perfect, because the fetus 
released by the perpetrator is male then pays a hundred camels or the equivalent. 
 
Keywords: Islamic Criminal Law, Abortion of Provokatus Criminalis, 
KUHP, al-ij> hadh 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Seiring berkembangnya zaman teknologi semakin berkembang 
pesat, kebudayaan serta perilaku manusia juga cenderung mengalami 
perubahan yang signifikan, seperti halnya sikap dan perilaku yang 
dilakukan oleh anak remaja pada zaman sekarang mereka bisa melakukan 
sesuatu hal   sampai tanpa batas serta pergaulan yang  bebas.  Akibat dari 
perilaku tersebut banyak menimbulkan suatu kejahatan. 
Banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh 
masyarakat modern salah satunya adalah kehidupan free sex yang 
semakin meningkat dan terbuka untuk dilakukan, akibat dari kehidupan 
free sex maka banyak orang hamil di luar nikah maka akan menimbulkan 
kepanikan baik bagi pelaku dan keluarganya karena menanggung rasa 
malu, banyak dari mereka melakukan jalan pintas dengan Aborsi.
1
 
Membahas permasalahan aborsi, sudah bukan merupakan rahasia 
umum. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi 
hal yang aktual, dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh 
berbagai kalangan, khususnya mereka yang belum terikat oleh 
perkawinan yang mengalami kehamilan di luar nikah. Awalnya mereka 
hanya berpacaran seperti gaya pacaran yang biasa, namun setelah lama 
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menjalin hubungan pacaran, pasangan tersebut juga melakukan hubungan 
yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri, yang akhirnya 
mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak 
diinginkan tersebut memiliki korelasi dengan kasus aborsi.
2
 
Beberapa hasil penelitian bahwa praktik aborsi di Indonesia, 
mencapai 2,3 juta kasus setiap tahunnya, data tersebut belum termasuk 
kasus aborsi yang ditangani oleh non medis, sementara dari penelitian 
WHO (World Health Organization) diperikarakan 20 – 60 % aborsi di 
Indonesia adalah aborsi disengaja (Induced Abortion).Penelitian di 10 
kota besar di Indonesia yang memperkirakan sekitar 2 juta kasus abrosi, 
50% diantaranya terjadi di perkotaan. Kasus aborsi diperkotaan 
dilakukan secara diam– diam oleh tenaga kesehatan (70%), sedangkan di 
pedesaan dilakukan oleh dukun sekitar (84%).
3
 
Dalam memandang bagaimana kedudukan aborsi di Indonesia 
perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi 
tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa 
sang ibu  dengan indikasi medis atau hanya karena untuk menutupi aib 
keluarga dan persasaan malu saja. Sejauh ini, persoalan aborsi pada 
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umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak 
pidana. 
Menurut para ahli medis, ada dua macam aborsi. Pertama, 
abortus spontaneus, yaitu aborsi yag terjadi secara tidak sengaja. Aborsi 
ini bisa terjadi karena salah satu pasangan berpenyakit kelamin atau si 
ibu mengalami kecelakaan. Kedua, abortus provocatus, yaitu aborsi yang 
terjadi secara sengaja.
4
 Yang termasuk Aborsi sebagai tindak pidana 
sering di sebut dengan Abortus provocatus criminalis,yaitu aborsi yang 
dilakukan tanpa adanya indikasi medis. Aborsi jenis ini biasanya 
dilakukan oleh ibu atau pasangan yang tidak menginginkan kehamilan, 
baik pasangan itu menikah secara resmi atau tidak.  
Tidak hanya dari pandangan Hukum positif di Indonesia,Aborsi 
dilihat dari pandangan Hukum Pidana Islam merupakan suatu perbuatan 
haram. Dalam Bahasa Arab,
5
aborsi disebut al-ij>hadh atau isqath al-
hamli, yaitu penguguran janin dalam rahim. Apabila terdapat kalimat 
ajhadhat al-hamil, artinya alqat waladuha li ghairi tamam (perempuan 
hamil itu memaksa keluar janinnya yang belum sempurna). Berdasarkan 
Al-Quran Surat Al-Isra’ ayat 31 : 
                          
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31. dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 
kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga 
kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang 
besar. 
 
Dalam sistem hukum di Negara Indonesia sendiri, juga terdapat 
aturan hukum mengenai aborsi tersebut. Dalam pasal 15 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa dalam 
keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau 
janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Keberadaan praktek 
aborsi kembali mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dituangkan dalam pasal 
75,76,77 dan pasal 194.
6
Sementara, dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) secara umum pengaturan mengenaiaborsi 
tersebut terdapat dalam Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan 
Pasal 349 KUHP.  
Tindakan Aborsi sebagai salah satu perbuatan yang dilarang, 
maka sudah sepantasnya pelaku tindak pidana Aborsi ini 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan hakim sebagai pemutus 
keadilan selayaknya perlu mempertimbangkan berbagai aspek dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi ini, kasus 
aborsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatannya yang 
dilakukan oleh Terdakwa Reni Eka Saputri binti Trubus Busroni dalam 
Putusan Pengadilan negeri Boyolali Nomor 31/Pid.sus/2018/PN.BYL 
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yang telah dijatuhkan hukuman bersalah oleh Pengadilan Negeri 
Boyolali, karena Reni Eka Saputri melanggar pasal 194 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 
75 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia.jo. Pasal 64 Ayat (1) 
KUHP.
7
Reni Eka Saputri tertangkap ketika saksi telah menemukan orok 
bayi yang terkubur di belakang rumah Terdakwa yang terbungkus kain 
putih dengan bercak darah, dengan jenis kelamin laki-laki. Dan 
Terdakwa Reni Eka Saputri dijatuhkan hukuman penjara 1 Tahun dan 
denda sejumlah Rp.200.000.000,00 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam putusan terdakwa 
melakukan aborsi sebanyak dua kali dan usia kehamilan sudah mencapai 
6 (enam) bulan dan hakim dalam menjatuhkan putusan  terhadap 
terdakwa memilih dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 194 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. 
Pasal 75 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan putusan 
satu tahun saja, dan jika dilihat ancaman hukuman dalam pasal tersebut 
maksimal 15 tahun penjara. Maka penulistertarik untuk menganalisis 
Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam  berdasarkan pertimbangan 
Hakim dalam perkara Tindak Pidana Aborsi. Sehingga penulis memilih 
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judul “Tinjauan Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Positif dan 
Hukum Pidana Islam “ (Studi Putusan No 31/Pid.Sus/PN.Byl)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, yang menjadi 
masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimanakah Hakim Dalam Menerapan Hukum Pidana Materiil 
Terhadap Tindak Pidana Aborsi Pada Putusan Pengadilan Negeri 
Boyolali  No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl  tentang Tindak Pidana Aborsi? 
2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap  Putusan 
Pengadilan Negeri Boyolali No. 31/Pid.Sus/2018/PN. Byl tentang Tindak 
Pidana Aborsi? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
yaitu: 
1) Untuk mengetahui Bagaimanakah  Hakim Dalam Menerapan Hukum 
Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Aborsi Pada Putusan 
Pengadilan Negeri Boyolali  No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl  tentang 
Tindak Pidana Aborsi. 
2) Untuk mengetahui Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap putusan 
Pengadilan Negeri Boyolali No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl tentang Tindak 
Pidana Aborsi. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis  
  Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 
pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama 
masalah tindak pidana Aborsi. 
2. Secara Praktis 
  Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang 
dalam memberikan sanksi hukum serta dalam upaya menyelesaikan 
permasalahan Tindak Pidana Aborsi. 
 
E. Kerangka Teori 
 
Menurut Atang Ranoemihardja, aborsi ada dua macam, yakni : 
Abortus Provocatus Medicalis (dalam hal ini tidak terdapat adanya sifat 
kriminal) dan Abortus Provocatus Criminalis ( dalam hal ini terdapat 
adanya sifat kriminal). Abortus Provocatus Criminalis sebagai suatu 
perbuatan yang dilarang, menjadi suatu kepantasan bagi pelakunya dalam 
mempertanggung jawabkannya. Berkaitan dengan pertanggung jawaban 
seorang pelaku maka tidak dapat terlepas dari pertimbangan hakim dalam 
memberika putusannya. Pertimbangan hakim adalah sebagai proses 
dalam penjatuhan putusan dengan menganulir fakta dan peristiwa hukum, 
berdasarkan hukum formil dan hukum materil didukung dengan 
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argumentasi rasional dan keyakinan hakim sehingga menjadi alasan yang 
kuat dalam diktumnya.
8
 
  Kerangka Teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teori- teori Jari>mah (tindak pidana) Jari>mah itu dapat dibagi menjadi 
beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada 
umumnya, para ulama membagi Jari>mah berdasarkan aspek berat dan 
ringannya hukuman serta ditegaskanringannya hukuman serta ditegaskan 
atau tidaknya oleh al-Quran atau al-Hadis. Atas dasar ini Jari>mah di bagi 
menjadi tiga macam, yaitu: 
a. Jari>mah  h}udu>d  
Hudu>dsecara bahasa berarti pencegahan. Sanksi-sanksi 
kemaksiatan disebut dengan h}udu>d, karena pada umumnya dapat 
mencegah pelaku dari tindakan mengulangi pelanggaran. 
Selanjutnya ia mengemukakan bahwa h}udu>d  secara terminologis 
adalah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah .  
b. Jari>mah  Qis}a>s  Diyat 
Jari>mah  qis}a>s  diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa 
(menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang 
diancam dengan hukuman qis}a>s  (serupa=semisal) atau hukum diyat 
(ganti rugi dari si pelaku atau ahlinya kepada di korban atau walinya. 
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Dalam hukum pidana Islam, yang termasuk dalam Jari>mah  qis}a>s -
diyat ini adalah pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan semi 
sengaja, menyebabkan matinya orang karena kealpaan atau 
kesalahan, penganiayaan dengan sengaja dan menyebabkan orang 
luka karena kealpaan atau kesalahan.
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c. Jari>mah  Ta’zir 
Jari>mah  ta’zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas Jari>mah 
-Jari>mah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Di 
kalangan fuqaha, Jari>mah-Jari>mah yang hukumannya 
belumditetapkan oleh syara’ dinamakan dengan Jari>mah  ta’zir. Jadi, 
istilah ta’zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk 
Jari>mah (tindak pidana).Ta’zir berlakku atas semua orang. Setiap 
orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki 
maupun perempuan,dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim, 
dihukum ta’zir sebagai pendidikan baginya.10 
 
F. Tinjauan Pustaka 
 
Tinjauan pustaka merupakan penelusuran peneliti terhadap 
berbagai literatur hasil penelitian sebelumnya yang relevan atau memiliki 
keterkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Setelah peneliti 
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telusuri diantara skripsi yang membahas mengenai tindak pidana Aborsi 
diantaranya:  
Pertama,  Andi Febriani Arif menuliskan skripsi dengan judul, 
”Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Aborsi 
(Studi Kasus Putusan No. 1012/Pid.B/2012/PN.Mks)”, Mahasiswa 
Universitas Hasanuddin Makassar, Program Studi Hukum Pidana. Dalam 
penelitian ini membahas tentang penerapan hukum pidana materiil oleh 
Hakim terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana 
aborsi.
11
Sedangkan skripsi tersebut hanya mengkritisi atau menganalisis 
isi putusan secara hukum positif saja. Jadi dalam skripsi ini  
berinisiatifuntuk meninjau tindak pidana aborsi tidak hanya dari hukum positif 
tetapi juga dalam hukum pidana Islam. 
Kedua, Skripsi Nurul Munawarah Amin,”Pertanggungjawaban 
Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi (studi kasusputusan Nomor: 
68/Pid.B/2015/Pn.Mks)”, Mahasiswa Universitas Alauddin Makasar 
Program Studi Ilmu Hukum fakultas Syariah dan Hukum. Dalam 
penelitian ini menguraikan tentang masalah Pertanggungjawaban Pidana 
Pelaku Tindak Pidana Aborsi dari prespektif hukum positif dan apakah 
putusan Hakim telah memenuhi keadilan.
12
Sedangkan penelitian yang 
dilakukan adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
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putusan terhadap tindak pidana aborsi dalam pandangan hukum pidana 
Islam dan hukum positif. 
Ketiga, Skripsi  Siswantara .T, “Masalah Abortus Provocatus Di Indonesia 
Ditinjau Dari Hukum Pidana”. Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Fakultas 
Hukum. Skripsi ini membahas tantang abortus secara umum serta pandangan 
menurut perundang-udangan pidana di Indonesia baik latar belakang, urutan 
sampai jenis delik pasal-pasal  KUHP yang mengatur tentang abortus 
provocatus serta bagaimana aspek hukum pidananya dalam hal abortus 
provocatus. Sedangkan penelitian yang dilakukan  adalah menganalisis putusan 
yang berfokus padapandangan hukum pidana Islam dan hukum positif  terhadap 
ancaman pidana aborsi.
13
 
 
G. Metode Penelitian 
 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu 
penelitian dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan 
membaca berkas-berkas putusan Pengadilan Negeri Boyolali dengan No. 
31/Pid.Sus/2018/PN Byl , dakwaan jaksa dan juga buku-buku yang 
berhubungan dengan tindak pidana Aborsi. 
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2. Sumber Data  
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sumber data sekunder, diantaranya: 
a. Bahan Hukum Primer  
Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang 
mengikat yang terdiri atas terdiri atas peraturan perundang-
undangan dan putusan hakim, yaitu : 
1. Al- Quran 
2. As- Sunnah 
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
4. Undang-Undang Kesehatan 
5. Putusan Hakim tentang tindak pidana Aborsi 
putusanPengadilan Negeri Boyolali 
No.31/Pid.Sus/2018/PN Byl 
6. Buku Makhrus Munajat (Fikih Jinayah) 
7. Buku Nurul Irfan ( Hukum Pidana Islam) 
8. Cecep Triwibowo (Etika dan Hukum Kesehatan) 
b) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi 
penjelasan terhadap bahan hukum primer, hal ini bisa berupa 
buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum,  
jurnal ilmu hukum. 
c) Bahan Hukum Tersier  
13 
 
 
 
 Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk 
dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 
seperti kamus dan ensiklopedia. 
3. Teknik Pengumpulan Data  
Pengumpulan data yang digunakan penulis di antaranya adalah: 
a. Dokumentasi 
  Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik 
pengumpulan data dengan metode studi dokumentasi. Menurut M. 
Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” 
mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan 
adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi 
penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, 
dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang 
dipecahkan.
14
 
  Teknik ini memungkinkan untuk mendapatkan informasi 
atau data penelitian dengan melihat berkas perkara yang berupa 
putusan perkara tentang tindak pidana Aborsi di Pengadilan Negeri 
Boyolali No. 31/Pid.Sus/2018/PN Byl. 
b. Wawancara 
Wawancara (interview) yaitu sebuah dialog yang dilakukan 
dalam penelitian sebagai pewawancara untuk memperoleh 
informasi-informasi dari yang diwawancarai. Adapun pihak yang 
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diwawancarai adalah hakim Pengadilan Negeri Boyolali. 
4. Teknik Analisis Data  
Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses 
pengolahan data, dimana analisis data adalah proses mengatur aturan 
data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan 
satuan uraian dasar yang digunakan secara sistematis untuk 
mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok masalah, 
selanjutnya dari data yang terkumpul diproses dan disusun dengan 
memberikan penjelasan atas data yang diperoleh kemudian 
dianalisis. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 
data kualitatif dan diuraikan secara deskriptif, dengan menggunakan 
kerangka berfikir yaitu dengan pendekatan tinjauan yuridis metode 
menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian diambil 
kesimpulan yang khusus. 
 
H. Sistematika Penulisan 
 
 Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan 
pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan 
penjelasan secara garis besarnya. Adapun sistematika penulisan skripsi 
ini adalah sebagai berikut: 
Bab Pertama pendahuluan, bab ini memberikan gambaran secara 
umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas 
15 
 
 
 
dalam penulisan skripsi meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode 
penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab Kedua, bab ini yang memuat teori-teori yang merupakan 
tinjauan umum tentang tindak pidana Aborsi yang bersumber dari hukum 
pidana positif dan hukum pidana Islam, Teori- teori Jari>mah, yang 
meliputi pengertian dari tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, 
macam-macam tindak pidana, pengertian Aborsi, dasar hukum Aborsi, 
sanksi hukuman tindak pidana Aborsi. 
Bab Ketiga, bab ini mengemukakan data penelitian yang meliputi, 
gambaran umum Pengadilan Negeri Boyolali  diantaranya letak 
geografis, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi dan 
putusan terhadap kasus tindak pidana Aborsi. 
Bab Keempat, bab ini merupakan analisis terhadap permasalahan 
skripsi, yang mencakup analisis pertimbangan hakim dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Boyolali No. 31/Pid.Sus/2018/PN Byl dan perspektif 
hukum pidana Islam terhadap putusan terhadap tindak Pidana Aborsi. 
Bab Kelima merupakan penutup, merupakan bagian terakhir yang 
berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab 
sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI MENURUT 
HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
 
A. Tinjauan Menurut Hukum Positif 
1. Pengertian Hukum Pidana 
Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda strafbaar feit, yang 
sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Stafwetboek atau Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.
1
 
Menurut Simons dalam rumusannya straafbaarfeit itu adalah 
“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah 
dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.2 
Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik.
3Kata “delik” 
berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut 
delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda 
disebut delict.
4
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik 
diartikandengan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindakpidana. 
                                                             
1Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: PT. Refika 
Aditama, 2008), hlm. 59. 
2Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 5. 
3Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 47. 
4Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 
hlm. 7. 
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Menurut Moeljatno
5
 mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari 
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan 
dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
6
 
a. Menentuan perbuatan- perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi 
pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. 
b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah 
melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi 
pidana sebagimana yang telah diancam. 
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar 
ketentuan tersebut. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu 
perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau 
perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi 
pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan 
ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang 
melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Menurut Lamintang, 
7
unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur 
subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah 
                                                             
5 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta:Bina Aksara,198), Hlm. 37 
6Mahrus Ali,Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta:Sinar Grafika,2017).hlm,1-5 
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unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si 
pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam 
hatinya.Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang 
ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika 
tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. 
Menurut Teguh Prasetyo, di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur 
tindak pidana, yaitu:
8
 
a. Unsur Objektif 
Unsur yang terdapat di luar si pelaku.Unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di 
mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari: 
1) Sifat melanggar hukum. 
2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai 
negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari 
suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 
398 KUHP. 
3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan 
sebagaipenyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
 
 
                                                                                                                                                                      
7 Lamintang, Dasar- dasar Hukum Pidana Indonesia, ( Bandung :Sinar Baru,1984),. hlm. 
173-174 
8Teguh Prasetyo, Hukum Pidana…, hlm. 50. 
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b. Unsur Subjektif 
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau 
yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya 
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri 
dari: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam 
Pasal 53 ayat (1) KUHP. 
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasaan, dan 
sebagainya. 
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam 
Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan 
terlebih dahulu. 
5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.
9
 
Menurut Simons
10
 unsur dari tindak pidana (delik) terdapat 2 
unsur, yaitu sebagai berikut: 
1) Unsur Objektif terdiri dari perbuatan orang, akibat yang 
kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu 
yang menyertaiperbuatan itu seperti dalam Pasal 281 
KUHP sifat openbaar atau “di muka umum”. 
                                                             
9Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 51. 
10Simons, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli :Leerboek van Het Nederlandse 
Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner Jaya, Bandung, 1992, hlm. 72.   
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2) Unsur Subjektif yang terdiri dari orang yang mampu 
bertanggung jawab, adanya kesalahan (dollus atau culpa). 
Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan 
ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau 
dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
11
 
Selanjutnya menurut Prof. Satochid Kartanegara, 
12
unsur delik 
terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah 
unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:  
1) suatu tindakan, 
2) suatu akibat, dan; 
3) keadaan (omstandigheid) 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbutan 
yang dapat berupa : 
1) Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan 
2) Kesalahan (schuld).13 
Secara mendasar perumusan delik hanya mempunyai dua elemen 
(unsur) dasar yaitu: 
                                                             
11 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, 
(Jakarta: Kencana, 2014),hlm. 39. 
12Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 
2007, hlm. 184-186   
13Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik…, hlm. 10. 
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1) Bagian yang objektif menunjuk delik dari 
perbuatan/kelakuan dan akibat, yang merupakan kejadian 
yang bertentangan dengan hukum  positif sebagai anasir 
yang melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana. 
2) Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan 
dari delik.
14
 
3. Jenis- Jenis Tindak Pidana 
Menurut para ahli hukum pidana, pada umumnya 
membedakan jenis-jenis tindak pidana (delik), antara lain: 
1. Kejahatan dan Pelanggaran 
Mengenai delik kejahatan didasarkan pada sistematika 
dalam Buku II KUHP.Untuk delik pelanggaran ini terdapat dalam 
Buku III KUHP, yang mana menuat delik-delik yang disebut 
dengan pelanggaran (overtredingen).
15
 
Kejahatan merupakan rechtsdelict atau delik hukum dan 
pelanggaran merupakan wetsdelict atau delik undang-
undang.Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan 
melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti 
pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. 
Sedangkan delik undang-undang yaitu melanggar apa yang 
ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk 
                                                             
14 Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 55.  
15 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2013), hlm. 69. 
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mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraanbermotor di 
jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda 
motor. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.
16
 
2. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materil) 
Delik formal adalah delik yang perumusannya 
dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang.Delik tersebut 
telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum 
dalam rumusan delik.Adapun delik material adalah delik yang 
perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak 
dikehendaki (dilarang).Delik ini baru selesai apabila akibat yang 
tidak dikehendaki itu telah terjadi.Kalau belum maka paling 
banyak hanya ada percobaan.
17
 
3. Delik Dolus dan Delik Culpa 
Dolus dan culpamerupakan bentuk kesalahan (schuld) 
yaitu: 
1) Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, 
rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang 
tegas… dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-
kata lain yang senada, seperti diketahuinya, dan 
sebagainya. Contohnya adalah Pasal-pasal 162, 197, 310, 
338 KUHP dan lebih banyak lagi. 
                                                             
16Teguh Prasetyo, Hukum Pidana..., hlm. 58. 
17Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah…,hlm. 45. 
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2) Delik culpa di dalam rumusannya memuat unsur 
kealpaan, dengan kata… karena kealpaannya, misalnya 
pada Pasal 359, 360, 195 KUHP. Di dalam beberapa 
terjemahan kadang-kadang dipakai istilah… karena 
kesalahannya. 
4. Delik Commissionisdan Delik Omissionis 
1) Delik commissionis barangkali tidak terlalu sulit 
dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, 
menembak, mengancam dan sebagainya. 
2) Delik omissionis dapat kita jumpai pada Pasal 552 (tidak 
datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 
164 (tidak adanya melaporkan adanya pemufakatan 
jahat).
18
 
5. Delik Aduan dan Delik Biasa  
Delik aduan (klachtelict) adalah tindak pidana yang 
penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan 
dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya: 
penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini 
tidak banyak dalam KUHP. Siapa yang dianggap 
berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan 
                                                             
18Teguh Prasetyo, Hukum Pidana..., hlm. 60. 
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yang ada.
19
 Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan 
adalah suami atau istri yang bersangkutan.
20
 
Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan 
absolute yang penuntutannya berdasarkan pengaduan, dan 
delik aduan relative disini karena adanya hubungan   istimewa 
antara pelaku dan korban, misalnya: pencurian dalam keluarga 
(pasal 267 ayat (2) dan (3) ) KUHP. 
                                                             
19Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah…, 61. 
20Teguh Prasetyo, Hukum Pidana..., hlm. 61. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Terhadap nyawa 
 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) adalah sumber 
utama dari hukum pidana positif Indonesia, yang didalamnya mengatur 
tentang aturan umum hukum pidana (Buku I) dan rumusan-rumusan tindak 
pidana baik berupa kejahatan maupun pelanggaran (Buku II dan III). 
Tindak pidana adalah ketentuan berupa rumusan tentang perbuatan 
tertentu ( aktif maupun pasif ) yang dilarang untuk dilakukan oleh orang 
yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan 
perbuatan yang menjadi larangan itu. 
21
 
Dari sudut obyek kejahatan, tindak pidana-tindak pidana dalam 
KUHP dapat dibedakan menjadi kelompok kejahatan terhadap dan yang 
berhubungan dengan benda-benda ( keadaan ) sebagai obyek hukum serta 
tindak pidana terhadap dan yang berhubungan dengan subyek hukum 
(orang dan badan ). Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa ini termasuk 
pada kelompok yang disebutkan kedua. 
Kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen bet leven) adalah berupa 
penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang 
dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa 
manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dikelompokkan 
atas 2 dasar, yaitu atas dasar unsur kesalahannya dan atas dasar obyeknya 
(nyawa). 
                                                             
21Arum Fadhilah, “ Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana 
Aborsi Oleh Paramedis ( studi kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar”, skripsi, Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2008. Hlm. 22 
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a) Atas dasar kesalahan 
1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja, 
adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 
338 s/d 350 
2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan kealpaan, dimuat 
dalam Bab XXI (khusus Pasal 359) 
b).  Atas dasar obyeknya 
1) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam 
Pasal 338; Pasal 339; Pasal 340; Pasal 344; Pasal 345 KUHP. 
2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama 
setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341; Pasal 342; Pasal 
343 KUHP. 
3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam 
kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 299; Pasal 346; 
Pasal 347; Pasal 348; Pasal 349 KUHP. 
22
 
 
C. Tindak Pidana Aborsi 
1. Pengertian Aborsi 
Secara etimologi, aborsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu abortion 
yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Dengan demikian, 
aborsi ialah keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau 
pembuangan janin. Sementara itu, secara terminologi kedokteran, 
                                                             
22Ibid. 
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aborsi berarti berhentinya kehamilan sebelum dua puluh delapan 
minggu. Dalam istilah hukum, aborsi berarti pengeluaran hasil 
konsepsi dari rahim sebelum waktuya ( sebelum dapat lahir secara 
alamiah). 
23
 
Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian aborsi sebagai 
berikut : “pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu 
atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram”.Selain itu, berikut 
adalah definisi aborsi menurut para ahli, yaitu:
24
 
a. Eastman: Aborsi adalah keadaan terputusnya suatu 
kehamilan dimana fetus belum sanggup berdiri sendiri 
diluar uterus. Belum sanggup diartikan apabila fetus itu 
beratnya terletak antara 400 - 1000 gram atau kehamilan 
kurang dari 28 minggu. 
b. Jeffcoat: Aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi 
sebelum 28 minggu, yaitu fetus belum viable by llaous. 
c. Holmer: Aborsi yaitu terputusnya kehamilan sebelum 
minggu ke-16 dimana plasentasi belum selesai. 
Dalam kamus ada beberapa pengertian yaitu : 
25
 
a. Aborsi: pengguguran kriminanlis aborsi yang dilakukan 
dengan sengaja karena suatu alasan yang bertentngan 
                                                             
23Nurul Irfan, Gratifikasi dan kriminalitas Seksual, (Jakarta : AMZAH, 2014), hlm. 90 
24Rustam Mochtar, Sinopsis Obseteri, (Jakarta, EGC, 1998), hlm.209 
25Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), Cet, 1, hlm. 9 
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dengan undang undang yang berlaku : aborsi legal, 
pengguguran kandungan dengan sepengetahuan pihak 
berwenang. 
b. Abortus : terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi 
hidup (sebelum habis bulan keempat dari kehamilan) 
keguguran, keluaran terhentinya pertumbuhan yang normal.  
c. Abortus procuratio: pengguguran bayi yang ada dalam 
kandungan dengan sengaja dengan mengusahakan lahirnya 
bayi belum waktunya tiba. 
d. Abortus provokatus : keguguran karena kesengajaan, 
keguguran kandunngan (kehamilan) dikarenakan adanya 
kesengajaan. Abortus disebabkan dengan unsur- unsur 
kesengajaan dari pihak maupun merupakan tindak pidana 
yang dapat dituntut. 
2. Jenis- jenis Aborsi 
Secara umum, aborsi dapat dibagi dalam 2 macam yaitu aborsi 
spontan (abortus spontaneous ) dan pengguguran buatan atau 
disengaja (aborsi provocatus).
26
 
a. Aborsi spontan, artinya janin gugur secara alamiah tanpa 
adanya pengaruh dari luar atau gugur dengan sendirinya. 
Kebanyakan aborsi spontan disebabkan oleh kelainan 
kromosom, hanya sebagian kecil yang disebabkan oleh 
                                                             
26 Nurul Irfan, Gratifikasi dan kriminalitas Seksual.........hlm 93 
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infeksi, kelainan rahim serta kelainan hormon. Aborsi 
spontan dibagi menjadi beberapa macam lagi yaitu :
27
 
1) Abortus completes, (keguguran lengkap) artinya 
seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga 
rongga rahim kosong. 
2) Abortus inkopletus, (keguguran bersisa) artinya 
hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang 
dikeluarkan yang tertinggal adalah deci dua dan 
plasenta. 
3) Abortus iminen, yaitu keguguran yang membakat 
dan akan terjadi dalam hal ini keluarnya fetus 
masih dapat dicegah dengan memberikan obat-
obat hormonal dan anti pasmodica. 
4) Missed abortion, keadan di mana janin sudah 
mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak 
dikeluarkan selama dua bulan atau lebih. 
5) Abortus habitulis atau keguguran berulang adalah 
keadaan dimana penderita mengalami keguguran 
berturut-turut 3 kali atau lebih. 
6) Abortus infeksious dan abortus septic, adalah 
abortus yang disertai infeksi genital. 
                                                             
27 Muhdiono, Aborsi Menurut Hukum Islam,“Perbandingan Madzhab Syafi’I dan 
Hanafi”,Skripsi, Yogyakarta, UIN, 2002, hlm.211 
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b. Abortus provokatus, adalah aborsi yang disengaja baik 
dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Aborsi yang 
dilakukan secara sengaja (abortus provocatus) ini terbagi 
menjadi dua:
28
 
1) Abortus provocatus medicinalis. 
Adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar 
indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak 
diambil akan membahayakan jiwa ibu. Abortus 
provokatus medisinalis/ artificialis/ therapeuticus 
adalah aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi 
medis.  
Adapun syarat-syarat yang ditentukan sebagai 
indikasi medis adalah:  
a) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki 
keahlian dan kewenangan untuk melakukannya 
(yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan 
penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung 
jawab profesi. 
b) Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli 
medis lain, agama, hukum, psikologi). 
c) Harus ada persetujuan tertulis dari penderita 
atau suaminya atau keluarga terdekat. 
                                                             
28Ibid. 
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d) Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki 
tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk 
oleh pemerintah. 
e) Prosedur tidak dirahasiakan. 
f) Dokumen medic harus lengkap. 
2) Abortus provocatus criminalis. 
Adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-
tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan 
indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan 
dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat 
hubungan seksual di luar perkawinan. Sedangkan 
secara yuridis abortus provokatus criminalis adalah 
setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi 
dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam 
kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati 
atau hidup. 
3. Jenis Tindakan Aborsi 
Mengenai
29
 cara menggugurkan atau membunuh kandungan 
itu berupa, baik dengan obat yang diminum, maupun alat-alat yang 
dimasukkan melalui anggota kemaluan menggugurkan kandungan 
yang sudah mati, tidak dihukum, demikian pula tidak dihukum 
                                                             
29
Andi Febriani Arif, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan dalam Tindak Pidana 
Aborsi “ Skripsi, Jurusan Hukum pidana Universitas Hasanudin. Makassar. 2014. Hlm. 32 
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orang yang untuk membatasi kelahiran anak mencegah terjadinya 
kehamilan (Mathusianisme).Secara garis besar, Ada dua macam 
tindakan aborsiyaitu :  
1. Aborsi dilakukan sendiri  
Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan 
carameminum jamu atau obat-obatan yang membahayakan 
janin atau dengan sengaja melakukan perbuatan yang 
menggugurkan janin.  
2. Aborsi dilakukan orang lain  
Orang lain disini bisa seorang dokter, bidan, dukun 
beranak. 
Menurut Sofwan Dahwan ada beberapa metode 
abortus provokatus kriminalis yang dapat dilakukan 
sendiri atau dilakukan oleh orang lain, dengan cara 
sebagai berikut : 
a. Menggunakan kekerasan umum (general violence). 
Yaitu dengan melakukan kegiatan fisik yang 
berlebihan , misalnya lari-lari.  
b. Menggunakan kekerasan lokal (local violence), 
yaitu dilakukan tanpa menggunakan alat, misalnya 
memijat perut bagian bawah; dengan menggunakan 
alat medis , misalnya tang kuret,menggunakan alat-
33 
 
 
 
alat non medis, misalnya kawat; menggunakan zat-
zat kimia, misalnya larutan zink chloride. 
c. Menggunakan obat-obatan obortifisien, seperti 
obat emetika dan obat omenagoga atau obat 
pelancar haid.  
d. Menggunakan obat-obat echolica atau 
perangsangotot-otot rahim, seperti kimia. 
4. Faktor-Faktor Terjadinya Aborsi30 
a. Faktor ekonomi atau faktor individual. Faktor ekonomi 
timbul karena khawatir mengalami kemiskinan sehingga 
tidak ingin mempunyai anak banyak. Sementara itu, faktor 
individual timbul karena ingin menjaga kelangsingan tubuh 
demi mempertahankan karir. 
b. Faktor kecantikan. Faktor ini timbul apabila ada 
kekhawatiran bahwa janin dalam kandungan akan lahir 
dalam keadaan cacat akibat radiasi, obat-obatan, atau 
keracunan. 
c. Faktor moral. Faktor ini muncul karena wanita yang hamil 
tidak sanggup menerima sanksi sosial dari masyarakat 
akibat kehamilan diluar nikah. 
                                                             
30Zaitun Hamid Al hamid, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi ( Studi 
kasus putusan nomor: 417/Pid.B/2017/PN. Mks”, skripsi, Jurusan Hukum Pidana Universitas 
Hasanuddin. Makasar. 2017. Hlm. 36-40 
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d. Faktor lingkungan. Faktor ini muncul karena adanya pihak 
yang menyediakan fasilitas aborsi, seperti dokter, bidan, 
dukun pijat, atau klinik pengobatan alternatif. 
5. Akibat Aborsi 31 
a. Kematian  
Kematian yang diakibatkan karena dilakukannya aborsi 
disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena pendarahan. 
Pendarahan dapat terjadi, apabila terdapat bagian janin yang 
tertinggal dalam rahim. Selain itu, pendarahan juga dapat juga 
disebabkan karena kerokan yang terlalu keras dan kasar pada 
rahim, sehingga menimbulkan luka. Kematian juga dapat terjadi 
karena infeksi yang terjadi dalam kandungan sebagai akibat dari 
kurang sterilnya alat-alat yang digunakan pada saat melakukan 
aborsi. Disamping itu, kematian dapat terjadi karena pembiusan, 
misalnya karena tekhnik pembiusan yang salah, kesalahan dosis 
obat bius, pembiusan yang terlalu dalam atau karena alasan 
anestesinya.  
b. Susah hamil lagi 
Wanita yang pernah melakukan aborsi kadang-kadang 
susah untuk hamil lagi karena saluran telur saling melekat. 
Lekatnya saluran telur membuat jalan menjadi tertutup dan buntu, 
                                                             
31Adi Susanto, “ Aborsi Dalam Prespektif Hukum Islam dan Peraturan Pemeritah Nomor 
61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi”, skripsi, Jurusan Ahwal Al- Syakhshiyyah IAIN 
Salatiga. Salatiga. 2015. Hlm. 18 
35 
 
 
 
sehingga telur tidak dapat memasuki rongga rahim dan sperma 
tidak dapat bertemu dengan sel telur. 
c. Kanker leher rahim atau indung telur  
Wanita yang pernah melakukan aborsi beresiko lebih besar 
terkena kanker leher rahim atau indung telur dibandingkan 
dengan wanita yang belum pernah melakukan aborsi. Ini terjadi 
akibat infeksi dari kuman-kuman penyebab kanker leher rahim 
atau akibat dari adanya luka pada leher rahim oleh alat-alat yang 
digunakan pada saat melakukan aborsi. 
d. Rahim jebol 
Abortus provocatus berpotensi merusak dinding rahim 
terutama bila pengerokan dinding rahim terlalu kuat dan keras. 
Semakin tua usia kehamilan, dinding rahim akan semakin tipis. 
Keadaan tersebut mengakibatkan rahim mudah jebol oleh 
peralatan yang digunakan dalam melakukan aborsi. Wanita yang 
mengalami ini akan mengalami pendarahan dan apabila terlambat 
ditolong akan berakibat kematian. 
6. Tindak Pidana Aborsi Menurut KUHP 
Jenis aborsi yang terdapat dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana termasuk aborsi provocatus criminalis. KUHP 
mengkualifikasikan jenis aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap 
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nyawa. Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tindakan 
aborsi dalam Pasal 299; Pasal 346; Pasal 347; Pasal 348; Pasal 349.
32
 
Pasal 299 
a. Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau 
menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau 
ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya 
dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling 
lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.  
b. Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari 
keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai 
pencarian atau kebiasaan, atau jika diaseorang tabib, bidan, 
atau juru obat; pidananya dapat ditambah sepertiga.  
c. Jika yang bersalah, melakukan perbuatan tersebut, dalam 
menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk 
melakukan pencarian itu. 
Pasal 346 
Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun. 
 
 
Pasal 347 
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32Moeljatno,KUHP, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), cet ke-18, hlm 148 
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a) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 
b) Jika perbuatan itu menyebabkan matinya wanita tersebut, 
dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
Pasal 348 
a) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.  
b) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, 
dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.  
Pasal 349 
Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan 
kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau 
membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam 
Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu 
dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk 
menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.
34
 
Berdasarkan Pasal 229, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 
349 KUHP maka berarti bahwa apapun alasannya diluar alasan 
medis perempuan tidak boleh melakukan tindakan aborsi. Kalau 
                                                                                                                                                                      
33Ibid. 
34Alexandra Ide, Etika dan Hukum Pelayanan Kesehatan, ( Yogyakarta: Rona Pancaran 
Ilmu, 2012), hlm. 80 
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dicermati ketentuan dalam KUHP tersebut dilandisi suatu pemikiran 
atau paradigma bahwa anak yang masih dalam kandungan 
merupakan subyek hukum sehingga berhak untuk mendapatkan 
perlindungan hukum. Adapun yang dapat dikenai sanksi pidana 
berkaitan dengan perbuatan aborsi adalah perempuan yang 
menggugurkan kandungannya itu sendiri dan juga mereka yang 
terlibat dalam proses terjadinya aborsi seperti dokter, bidan atau juru  
obat. 
7. Tindak Pidana Aborsi Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 
2009 Tentang Kesehatan 
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-undang 
Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, maka permasalahan aborsi 
memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam 
Undang-Undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai 
aborsi, meskipun dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi 
dan menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan 
masyarakat.Meskipun Undang-Undang melarang praktik aborsi, 
tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan. Ketentuan 
pengaturan aborsi dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 
dituangkan dalam Pasal 75, 76 , 77, dan Pasal 194 . 
35
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CecepTriwibowo,Etika dan HukumKesehatan,(Yogyakarta:NuhaMedika,2014), hlm. 
172-180 
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Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai pengaturan 
aborsi yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut: 
Pasal 75 
(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. 
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikecualikan berdasarkan:  
a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini 
kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau 
janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau 
cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki 
sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar 
kandungan; atau 
b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan 
trauma psikologis bagi korban perkosaan 
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat 
dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra 
tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang 
dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis 
dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
36
 
 
                                                             
36Ibid..hlm. 176. 
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Pasal 76 
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat 
dilakukan: 
a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari 
hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan 
medis; 
b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan 
kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh 
menteri; 
c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; 
d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan 
e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang 
ditetapkan oleh Menteri 
Pasal 77 
Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan 
dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat 
(3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab 
serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
Pasal 194 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat 
41 
 
 
 
(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
Aborsi yang disengaja dengan melanggar berbagai 
ketentuan hukum (abortus provocatus criminalis) yang terdapat 
dalam KUHP menganut prinsip “illegal tanpa kecuali” dinilai sangat 
memberatkan paramedis dalam melakukan tugasnya. Pasal tentang 
aborsi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga 
bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan, yang pada Prinsipnya tindakan pengguguran 
kandunganatau aborsi dilarang (Pasal 75 ayat (1), namun Larangan 
tersebut dapat dikecualikan berdasarkan: 
a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini 
kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, 
yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat 
bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga 
menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau  
b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma 
psikologis bagi korban perkosaan.  
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D. Tinjauan Menurut Hukum Pidana Islam 
 
1. Pengertian Tindak Pidana (Jari>mah ) 
Dari segi bahasa Jari>mah merupakan kata jadian (masdar) dengan 
asal kata jarama yang artinya berbuat salah, sehingga Jari>mah 
mempunyai arti perbuatan salah. 37 Dari segi istilah Jari>mah di 
definisikan oleh Imam al-Mawardi
38
 sebagai berikut: 
ٍرِيِسِعَت ِوَا ٍّدَحِب اَهِنَع ىَلاَعَت ُهّللاَرَجَز ٌةَّيِعِرَش ٌتاَرِىُظِح َ
Artinya:Segala larangan syara‟ (melakukan hal-hal yang dilarang dan 
atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan 
hukum had atau ta‟zir.39 
Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan 
perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang 
diperintahkan.
40
 Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang 
memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan 
korbannya luka atau tewas. Adapun contoh Jari>mahberupa tidak 
melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan ialahseseorang tidak 
                                                             
37Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 
3. 
38Al- Mawardi, al Ahkam al- Sulthaniyah (Jakarta: Darul Falah,1973) 
39H.A.Djazuli, Fiqh Jina>yah(Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 11. 
40Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 1. 
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memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang 
tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.
41
 
2. Unsur-unsur Jari>mah  
Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap 
Jari>mah bila terpenuhi syarat dan rukun.42Adapun unsur Jari>mah dapat 
dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu unsur umum dan unsur khusus. 
Unsurumum Jari>mah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis 
Jari>mah. Sedangkan unsur khususJari>mah adalah unsur-unsur yang 
hanya terdapat pada jenis Jari>mah tertentu dan tidak terdapat pada jenis 
Jari>mah lain.43 
Unsur umumJari>mah itu, sepertiyang telah dikemukakan diatas, 
terdiri dari: 
a. Unsur Formal (al-Ruknu al-Syar‟iy) 
Yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukan sebagai 
Jari>mah . Jari>mah tidak akan terjadi sebelum dinyatakan dalam nas 
atau Jari>mah belum dapat dikatakan Jari>mah apabila belum ada 
aturannya. Alasan harus ada unsur ini, antara lain firman Allah 
dalam Q.S. al-Isra’ ayat 15 yang mengajarkan bahwa Allah tidak 
akan menyiksa hamba-Nya sebelum mengutus utusan-Nya. Ajaran 
                                                             
41Lysa Angrayn, “Hukum Pidana Dalam Perspektif Isalam Dan Perbandingannya Dengan Hukum 
Pidana Di Indonesia”, Hukum Islam, (Riau) Vol. XV Nomor 1, 2015, hlm. 49. 
42Makhrus Munajat, Fikih Jina>yah (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Nawesea, 2010), 
hlm. 8. 
43H.A. Djazuli, Fiqh Jina>yah…, hlm. 12. 
44 
 
 
 
ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan ditimpakan 
kepadamereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Khusus 
untuk Jari>mah  ta’zirharus ada peraturan perundang-undangan 
yang dibuat oleh penguasa.
44
 
b. Unsur Materiil(al-Ruknu al-Madiy) 
Yaitu adanya perbuatan Jari>mah  yang benar-benar telah 
dilakukan. Alasan bahwa Jari>mah harus memenuhi unsur materiil 
ialah Hadist Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah yang 
mengajarkan bahwa “Allah melewatkan hukuman untuk umat 
NabiMuhammad atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati 
selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya 
dengan nyata.
45
 
c. Unsur Moril (al-Ruknu al-Adabiy) 
Yaitu pelaku Jari>mah adalah orang yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana terhadap Jari>mah yang dilakukannya.46 
Jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur atau sedang berada 
dibawah ancaman.
47
 
Unsur-unsur umum di atas tidak selamanya terlihat jelas dan 
terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji 
                                                             
44Musthofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jina>yah , 
(Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 84.  
45 Abddul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, Hukum Islam Dinamika dan 
Perkembangan di Indonesia, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 239. 
46Makhrus Munajat, Fikih Jina>yah…, hlm. 18. 
47Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jina>yah, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 2. 
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persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa 
pidana terjadi.
48
 
Unsur khusus Jari>mahadalah unsur yang hanya terdapat pada 
Jari>mah tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis 
Jari>mah  yang satu dengan jenis Jari>mah yang lainnya.49Menurut 
para fuqaha tindak pidana selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap 
perbuatan yang mengenai badan seseorang, namun tidak 
mengakibatkan kematian. Sebagai contoh, mengambil harta orang 
lain secara diam-diam dari tempatnya dalam Jari>mahpencurian, 
atau menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainnya dalam 
Jari>mah pembunuhan.50 
3. Macam-macam Jari>mah  
Pembagian Jari>mah pada dasarnya tergantung dari berbagai 
sisi.Jari>mah dapat ditinjau dari sisi berat-ringannya sanksi hukum, dari 
sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang 
ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. 
Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau 
tidaknya oleh Al-Qur’an dan hadis atas dasar ini,Jari>mah dibagi 
                                                             
48Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam…, hlm. 36. 
49Markhus Munajat, Hukum Pidana Islam…, hlm. 11. 
50H.A. Djazuli, Fiqh Jina>yah ..., hlm. 12.  
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menjadi tiga macam, yaitu Jari>mah  h}udu>d , Jari>mah  qis}a>s  dan Jari>mah  
ta’zir.51 
a. Jari>mah  H}udu>d  
Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa kata h}udu>d adalah 
bentuk jamak dari kata haddu yang berarti sesuatu yang menjadi 
penghalang atas dua benda. Secara bahasa haddu berarti 
pencegahan. 
Sedangkan menurut istilah h}udu>d adalah batasan-batasan 
ketentuan dari Allah SWT tentang hukuman yang diberikan 
kepada orang-orang yang berbuat dosa atau melanggar hukum. 
Sedangkan perbuatan melanggar hukum disebut Jari>mah, 
sehingga sebuah pelanggaran terhadap h}udu>ddisebut Jari>mah  
h}udu>d. Adapun secara umum pengertian h}udu>d berarti larangan 
atau batas antara dua barang yang bertentangan.
52
 
Jari>mah h}udu>dmerupakan tindak pidana yang paling serius 
dan berat dalam hukum pidana Islam.
53 Jari>mah h}udu>d adalah 
Jari>mah yang diancam dengan hukuman had, sebagaimana 
dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah hukuman had adalah 
hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak 
                                                             
51Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 
Press, 2016), hlm. 114. 
52M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm.106.  
53Lysa Angrayni. “Hukum Pidana…, hlm. 51. 
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Allah. Dengan demikian ciri khas Jari>mah h}udu>d itu sebagai 
berikut. 
1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa 
hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada 
batas minimal dan maksimal. 
2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, 
atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka 
hak Allah yang lebih dominan. 
Oleh karena hukuman had itu merupakan hak Allah maka 
hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang 
yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat 
yang diwakili oleh negara. Jari>mah h}udu>d  ini ada tujuh macam 
antara lain sebagai berikut: 
1) Jari>mah zina. Bentuk hukuman ada tiga yaitu hukuman 
cambuk/dera/jilid, pengasingan dan rajam. 
2) Jari>mah  qazaf (menuduh zina). Bentuk hukuman yaitu 
dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera/jilid 
80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya 
kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup.  
3) Jari>mah syurbul khamr (minum-minuman keras). Bentuk 
hukumannya yaitu di dera dengan dua pelepah kurma 
sebanyak empat puluh kali. 
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4) Jari>mah pencurian (sariqah). Bentuk hukuman yaitu 
dipotong kedua tangannya. 
5) Jari>mah  hirabah (perampokan). Bentuk hukuman yaitu 
hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman potong 
tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan. 
6) Jari>mah  riddah (keluar dari Islam). Bentuk hukumannya 
adalah hukuman mati. 
7) Jari>mah al bagyu (pemberontakan). Bentuk hukumannnya 
adalah hukum bunuh.
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b. Jari>mah  Qis}a>s  Diyat 
1). Qis}a>s  
Secara bahasa qis}a>s berasal dari kata qassa-yaqussu-qis}a>s 
anyang berarti mengikuti dan menelusuri jejak langkah. 
Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan oleh Al-Jurjani 
yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada 
pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku 
tersebut (terhadap korban).
55
Ulama fiqih membedakan Jari>mah  
pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu:  
1) Pembunuhan Sengaja 
 Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di 
mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu 
                                                             
54Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung, 2004), 
hlm. 12.  
55Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jina>yah …, hlm. 4. 
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perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, 
yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai 
indikator dari kesengajaan untuk membunuh tersebut 
dapat dilihat dari alat yang digunakannya. 
Menurut Imam Abu Hanifah mensyaratkan alat yang 
digunakan dalam pembunuhan disengaja adalah yang 
biasanya mengakibatkan kematian dan disediakan sebagai 
alat pembunuhan, yaitu semua alat yang dapat digunakan 
untuk melukai atau untuk memukul sehingga 
mengakibatkan luka. Misalnya tombak, pedang gada, dan 
sebagainya.
56
 
Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad 
mensyaratkan alatnya yaitu alat yang biasa digunakan 
untuk membunuh, sekalipun tidak melukai. Alat yang 
digunakan untuk membunuh itu ada tiga macam, yaitu: 
(1) Alat yang umumnya dan secara tabiatnya dapat 
digunakanuntuk membunuh seperti pedang, tombak, 
dansebagainya. 
(2) Alat yang kadang-kadang digunakan untuk membunuh, 
sehingga jarang mengakibatkan kematian seperti 
cambuk, tongkat. 
                                                             
56H.A. Djazuli, Fiqh Jina>yah…, hlm. 129 
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(3) Alat yang jarang mengakibatkan kematian pada tabiatnya, 
seperti menggunakan tangan kosong. 
Dari sisi ini jika alat yang digunakan alat dari jenis 
pertama, maka pembunuhan di kategorikan sebagai 
pembunuhan sengaja.Apabila alat yang digunakan 
merupakan jenis kedua, maka pembunuhan di 
kategorikansebagai pembunuhan semi sengaja. Akhirnya, 
jika alat yang digunakan berupa alat dari jenis ketiga, 
maka pembunuhannya dapat dikategorikan sebagai 
pembunuhan kesalahan.
57
 
Unsur-unsur pembunuhan sengaja diantaranya yaitu 
korban adalah orang hidup, perbuatan si pelaku yang 
mengakibatkan kematian korban, ada niat bagi si pelaku 
untuk menghilangkan nyawa korban.
58
 
Hukuman qis}a>sbagi pembunuhan yang dilakukan 
kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban 
tidak memaafkan pelaku. Adapun keluarga korban 
memaafkan pelaku, maka sanksi qis}a>stidak berlaku dan 
beralih menjadi hukuman diyat.
59
 
2) Pembunuhan Semi Sengaja 
                                                             
57H.A. Djazuli, Fiqh Jina>yah…, hlm. 130 
58Ibid., hlm 128. 
59Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jina>yah …, hlm. 5.  
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  Pembunuhan semi sengaja adalah tindakan 
pembunuhan yang terdapat unsur kesengajaan dalam 
tindakan tetapi tidak dalam segi tujuannya.Pelaku 
pembunuhan jenis ini dikenakan hukuman membayar ganti 
rugi (diyat) dan dikenakan hukuman ta‟zir. 60Unsur-unsur 
pembunuhan semi sengaja diantaranya adanya perbuatan 
dari pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya 
kesengajaan dalam melakukan perbuatan, kematian adalah 
akibat perbuatan pelaku. 
3) Pembunuhan Karena Kesalahan  
Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila 
pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang 
melakukan perbuatan halal, seperti berburu, atau melempar 
sesuatu yang bertujuan guna mendapatkan hal tertentu 
(seperti melempar anak panah) hinnga menyebabkan orang 
lain (yang terpelihara darahnya) terbunuh.Unsur-unsur 
pembunuhan karena kesalahan yaitu adanya perbuatan yang 
mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi 
karena kesalahan (kelalaian) pelaku, antara perbuatan 
kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab 
akibat. 
                                                             
60Ali Sodiqin, “Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum 
Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”, Asy-Syir‟ah, (Yogyakarta), Vol. 49 Nomor 1, 2015, 
hlm. 78. 
52 
 
 
 
2). Diyat 
Kata Diyat secara etiminologi berasal dari kata “wada-yadi-wadyan 
wa diyatan”. Bila yang digunakan mashdar “wadyan” berarti saala 
(mengalir) yang sering dikaitkan dengan lembah.Akan tetapi, jika 
yang digunakan adalah mashdar (diyat) berarti artiembayar harta 
tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab 
tindak pidana penganiayaan (jinayat). Sedangkan diyat secara 
terminologi syariat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh 
pelaku jinayat kepada korban atau walinya sebagai ganti 
rugi,disebabkan jinayat yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban. 
3).Jari>mah  Ta'zir 
Menurut arti bahasa ta’zir berasal dari kata azzara yang berarti 
man‟u wa radda (mencegah dan menolak). 61 Sedangkan menurut 
istilah ta’zir di definisikan oleh Al-Mawardi ta’zir adalah 
hukumanyang bersifat atddadatpdipkpeiata npkpdidnepi (maksiat) yang 
hukumannya belum ditetapkan oleh syara’.62 
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta‟zir itu adalah 
hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan 
kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.Dalam 
menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman 
secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan 
                                                             
61Makhrus Munajat, Fikih Jina>yah …, hlm. 145. 
62Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam…, hlm. 178. 
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hukuman untuk masing-masing Jari>mah ta’zir melainkan hanya 
menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya 
sampai yang seberat-beratnya. 
Dengan demikian ciri khas dari Jari>mah ta’zir itu adalah sebagai 
berikut. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas.Artinya 
hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal 
dan ada batas maksimal, penentuan hukuman tersebut adalah hak 
penguasa. 
Jari>mah ta’zir di samping ada yang diserahkan penentuannya 
sepenuhnya kepada ulil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan 
oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke 
dalam kelompok ini Jari>mah -Jari>mah yang sebenarnya sudah 
ditetapkan hukumannya oleh syara' akan tetapi syarat-syarat untuk 
dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi.Misalnya, 
pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang 
dari nishab pencurian, yaitu seperempat dinar.Pembagian Jari>mah 
ta’zir kepada Jari>mah yang berkaitan dengan hak Allah dan Jari>mah 
yang berkaitan dengan hak hamba yaitu: 
a) Untuk ta‟zir yang berkaitan dengan hak hamba 
disamping harus ada gugatan, ulil amri tidak dapat 
memaafkan, sedangkan ta‟zir yang berkaitan dengan hak 
Allah atau jamaah tidak harus ada gugatan dan ada 
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kemungkinan bagi ulil amri untuk memberi pemaafan 
bila hal itu membawa kemaslahatan. 
b) Dalam ta‟zir yang berkaitan dengan hak hamba tidak 
dapat diberlakukan teori tadakhul. Jadi sanksinya 
dijumlahkan sesuai dengan banyaknya kejahatan. 
c) Ketika tindak pidana ta‟zir yang berkaitan dengan hak 
Allah berlangsung, semua orang wajib mencegahnya. 
d) Ta‟zir yang berkaitan dengan hak perorangan dapat 
diwariskan kepada ahli waris kepada korban bila tidak 
sempat mengajukan gugatan sedangkan ia telah berniat 
untuk itu adapun ta‟zir yang berkaitan dengan hak Allah 
tidak dapat diwariskan.
63
 
4. Pengertian Aborsi dalam Hukum Pidana Islam 
Secara etimologi
64
 aborsi diambil dari bahasa arab yaitu (ijhãdh), 
artinya menggugurkan, maksudnya pengguguran kandungan (janin). 
Al-azhari muhammad ibnu ahmad berkata; “disebut ijhadh khusus 
untuk unta”. Artinya“ unta itu menggugurkan janinnya, ketika 
membuang anaknya”65 
                                                             
63H.A. Djazuli, Fiqh Jina>yah …, hlm. 163. 
64
Adib Bisri dan Munawwir AF, Kamus Indonesia - Arab Arab - Indonesia Al- Bisri........, 
hlm. 1. 
65 Aliba’ ul Chusna, “ Aborsi dan Hak Atas pelayanan Kesehatan: sebuah Tinjauan 
Teologis, Yuridis dan Medis”, Justia Islamica,(Ponorogo) Vol. 9 Nomor 1, 2012, hlm. 98-99 
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Yang lain menyebutkan aborsi diambil dari kata (isqãth)dari kata 
artinya “ penjatuhan “, maksudnya pengguguran janin. Bahwa yang 
artinya “perempuan itu munggugurkan janinnya, yakni membuang 
anaknya karena belum sempurna”. Jadi isqãth adalah menggugurkan 
anak sebelum sempurna atau keluarnya janin dari perut ibunya antara 
umur 4 bulan dan 7 bulan. 
Menurut para pakar bahasa, jika aborsi diartikan “ keguguran janin 
yang terjadi sebelum memasuki bulan keempat dari usia kehamilannya” 
disebut al-ijhadh. Sedangkan jika diartikan “keguguran yang terjadi 
pada usia kandungan antara empat sampai tujuh bulan setelah fisiknya 
terbentuk secara sempurna dan telah ditiupkan ruh sehingga tidak dapat 
melanjutkan hidupnya” disebut al-isqath. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa aborsi (ijhadh atau isqath) menurut 
bahasa adalah menggugurkan janin sebelum sempurna penciptaannya, 
atau sebelum sempurna kehamilan. Baik sebelum ditiupkan ruh 
maupunsudah, dan baik janinnya laki-laki maupun perempuan. Maka 
tidak disebut ijhadh kecuali janin dikeluarkan sebelum masa 
kelahirannya dan dalam keadaan tidak hidup. 
Aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara pelenyapan atau 
merusak janin dalam tahap fetus sebelum kelahiran. Aborsi mungkin 
dilakukan dengan cara spontan dalam paksa. Abortus paksa adalah 
tindakan yang erat berkait denagn masalah etika dan hukum. 
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Adapun aborsi yang dilakukan sebelum kehamilan memasuki usia 
seratus dua puluh hari, ulama berbeda pendapat:
66
 
1. Mazhab Hanafi membolehkan pengguguran kehamilan kandungan 
sebelum kehamilan berusia 120 hari dengan alasan belum terjadi 
penciptaan.Pandangan sebagian ulama lain dari mazhab ini hanya 
memperbolehkan sebelum kehamilan berusia 80 hari dengan alasan 
penciptaan terjadi setelah memasuki tahap mudgah atau janin 
mamasuki usia 40 hari kedua. Mayoritas ulama Hanabilah 
membolehkan menggugurkan kandungan selama janin masih 
dalam bentuk segumpal darah („alaqoh) karena belum berbentuk 
manusia. 
2. Menurut ulama kalangan Syafi‟iyah, aborsi sebelum peniupan ruh 
hukumnya makruh. Namun, berbeda tokoh besar dari ulama 
mazhab Syafi‟i, seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hajar Al-
Haitsami berpendapat bahwa aborsi itu haram secara mutlak. 
Pendapat keduatokoh tersebut diikuti oleh Mahmud Syaltut, mufti 
besar dari mesir, yang menuliskan pendapatnya dalam Al-Fatawa. 
3. Menurut ulama mazhab Maliki, aborsi hukumnya haram sejak 
terjadinya konsepsi. Namun, sebagian dari mereka menganggapnya 
makruh kalau kehamilan sudah memasuki usia empat puluh hari 
dan haram kalau sudah memasuki usia seratus dua puluh hari. 
67
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4. Menurut Muhammad Ramli ia menganggap aborsi sebelum 
peniupan ruh hukumnya boleh. Mayoritas ulama Malikiyyah 
melarang aborsi. Landasan hukum yang digunakan sebagai 
argumentasi bagi ulama-ulama tersebut adalah dua hadis Nabi 
berikut : 
 :َلاَل ُوِنَع ُللها ٍَ ِضَس ٍدِىُعِسَي ٍِ ِت ِللها ِذِثَع ٍِ ًَ ِحَّشنا ِذِثَع ٍِ ِتَا ٍِ َع
ًَ ْنا ُقِداَّصنا َىُىَو َىَّهَسَو ِوَُِهَع ُوَّهنا ًَّهَص ِللها ُلىُسَس اَنَثَّذَح  ُقوُذِص
 ٍِ ِف ٌُ ِىُكَ َّىُث اّيِىَ ٍَ ُِِعَتِسَأ ِوِّيُأ ٍِ ْطَت ًِف ُوُمْهَخ ُعًَ ِجَُ ِىُكَذَحَأ َّ ِإ
 َّىُث َكِنَر َمْثِي ًةَغِضُي َكِنَر ٍِ ِف ٌُ ِىُكَ َّىُث َكِنَر َمْثِي ًةَمَهَع َكِنَر
َتِسَأِت ُشَيِؤََُو َحِوُّشنا ِوُِِف ُخُفِنََُف ُكَهًَ ْنا ُمَسِشَُ ِوِلِصِس ِةِتَكِت ٍتاًَ ِهَك ِع
 ِىُكَذَحَأ َّ ِإ ُهُشَُِغ َوَنِإ َلا يِزَّناَىَف ْذُِِعَس ِوَأ ٌّ ِمَشَو ِوِهًَ َعَو ِوِهَجَأَو
 ْعاَسِر َّلاِإ اَهَنَُِتَو ُوَنُِ َت ٌَ ىُكَ اَي ًَّتَح ِةَّنَجْنا ِمِىَأ ِمًَ َعِت ُمًَ ِعََُن
ِعََُف ُباَتِكْنا ِوَُِهَع ُكِثِسََُف َّ ِإَو اَهُهُخِذََُف ِساَّننا ِمِىَأ ِمًَ َعِت ُمًَ
 َّلاِإ اَهَنَُِتَو ُوَنَُِت ٌَ ىُكَ اَي ًَّتَح ِساَّننا ِمِىَأ ِمًَ َعِت ُمًَ ِعََُن ِىُكَذَحَأ
 .اَهُهُخِذََُف ِةَّنَجْنا ِمِىَأ ِمًَ َعِت ُمًَ ِعََُف ُباَتِكْنا ِوَُِهَع ُكِثِسََُف ْعاَسِر
هسيو ٌساخثنا هاوس(ى ) 
Artinya: 
Dari Abi Abdirrahman Abdillah bin Mas‟ud r.a., ia 
berkata, Rasulullah saw. yang dialah orang yang jujur dan 
terpercaya pernah bercerita kepada kami.“Sesunggunya setiap 
kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 
empat puluh hari (berupa nutfah/sperma), kemudian menjadi 
alaqah (segumpal darah) selama waktu itu juga, kemudian 
menjadi mudghah (segumpal daging) selama waktu itu pula, 
kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh 
kepadanya dan mencatat empat perkara yang telah ditentutkan 
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yaitu; rezekinya, ajal, amal perbuatan, dan sengsara atau 
bahagianya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain-Nya, 
sesunggguhnya ada seseorang di antara kalian beramal dengan 
amalan penghuni surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya 
dengan surga kecuali sehasta saja, namun ketetapan (Allah) 
mendahuluinya, sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka, 
maka ia pun masuk neraka. Ada seseorang di antara kalian 
beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada jarak 
antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja, namun 
ketetapan (Allah) mendahuluinya, sehingga ia beramal dengan 
amalan penghuni surga, maka ia pun masuk surga.” (HR. Al-
Bukhari dan Muslim)
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Oleh sebab itu, aborsi setelah kandungan berumur 4 bulan adalah 
haram, karena berarti membunuh makhluk yang sudah bernyawa. Ini 
termasuk dalam kategori pembunuhan yang keharamannya antara 
laindidasarkan pada dalil-dalil syar’i, seperti Firman Allah Subhanahu wa 
Ta’ala : 
                          
                
                      
 
151. Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas 
kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan 
sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu 
bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena 
takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada 
                                                             
68
Muslim, shahih Muslim: Syarh An-Nawawi, (Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyyah), 
hlm. 2644. Lihat Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (Bandung: Maktabah Dahlan), jilid II, hlm. 
1264-1265 
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mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang 
keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, 
dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang 
benar[518]". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya 
kamu memahami(nya).[518] Maksudnya yang dibenarkan oleh 
syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan 
sebagainya. 
                     
“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut 
miskin.Kami akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu. 
(QS Al Isra`: 31) 
 
..ِّكَحْناِت اَّنِإ ُوَّهنا َوَّشَح ٍِتَّنا َسْفَّننا اىُهُتْمَت اَنَو 
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah(membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar 
(menurut syara‟i). (QS Al Isra`: 33)  
 
Berdasarkan dalil-dalil ini maka aborsi adalah haram pada 
kandungan yang bernyawa atau telah berumur 4 bulan, sebab dalam 
keadaan demikian berarti aborsi itu adalah suatu tindak kejahatan 
pembunuhan yang diharamkan Islam. Adapun aborsi sebelum 
kandungan berumur 4 bulan, seperti telah diuraikan di atas, para fuqoha 
berbeda pendapat dalam masalah ini. Berdasarkan dalil-dalil ini maka 
aborsi adalah haram pada kandungan yang bernyawa atau telah berumur 
4 bulan, sebab dalam keadaan demikian berarti aborsi itu adalah suatu 
tindak kejahatan pembunuhan yang diharamkan Islam. Adapun aborsi 
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sebelum kandungan berumur 4 bulan, seperti telah diuraikan di atas, 
para fuqoha berbeda pendapat dalam masalah ini. 
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BAB III 
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOYOLALI  NOMOR  
31/PID.SUS/2018/PN.NYL TENTANG TINDAK PIDANA  ABORSI 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Boyolali 
1. Sejarah Pengadilan Negeri Boyolali 
 Pengadilan Negeri Boyolali merupakan lembaga penyelenggara 
kekuasaan Negara di bidang Yudikatif/Kekuasaan Kehakiman di 
wilayah Kabupaten Boyolali. Kedudukannya sejajar dengan 
penyelenggara kekuasaan Negara di bidang Eksekutif dan bidang 
Legislatif. 
 Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Boyolali tentu tidak lepas 
dari lembaga yang menaunginya yaitu Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 
yang berkedudukan di Semarang dan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi, 
bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. 
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang 
didirikan dengan mendasarkan kepada Undang-undang Darurat Nomor 
7 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jateng di 
Semarang, dimana salah satu wilayah hukumnya adalah Pengadilan 
Negeri Boyolali. 
 Pada mulanya Pengadilan Negeri Boyolali menempati sebuah 
gedung yang berada di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah 
Kabupaten Boyolali. Selanjutnya, Kantor Pengadilan Negeri Boyolali 
telah berpindah ke gedung baru yang dulunya adalah kantor Pengadilan 
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Agama Boyolali, Kabupaten Boyolali yang dipergunakan hingga 
sekarang. Peresmian penggunaan gedung baru dilakukan oleh Dr. 
Dimyati Hartono, S.H., yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala 
Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Propinsi Jawa Tengah, dan 
Beliau pernah menjadi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro, Semarang serta pernah pula menjadi Anggota DPR 
Republik Indonesia. 
2. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Boyolali 
Visi: 
  Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan 
kehakiman yang mandiri, efektif serta mendapatkan 
kepercayaan publik, profesional dan memberi pelayanan hukum 
yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi 
masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. 
Misi :  
a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang 
Dasar dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan 
masyarakat. 
b. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen, bebas 
dari campur tangan pihak lain. 
c. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada 
masyarakat. 
d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. 
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e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, 
bermartabat dan dihormati. 
f. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak 
memihak dan transparan. 
  Kedudukan Pengadilan Negeri Boyolali berada di bawah 
lembaga Mahkamah Agung RI atau Badan Peradilan Umum atau 
Pengadilan Tinggi Semarang sebagai penyelenggara kekuasaan 
kehakiman yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa. Tugas pokok Pengadilan Negeri Boyolali adalah menerima, 
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. 
Dengan demikian, Pengadilan Negeri Boyolali berfungsi 
memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dibidang 
peradilan umum, mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang, dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan 
untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya 
ringan. Pengadilan Negeri Boyolali dimpin oleh seorang ketua dan 
dibantu oleh seorang wakil ketua serta hakim-hakim yang melakukan 
pengawasan dan bertugas serta bertanggungjawab atas terselenggaranya 
Pengadilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa 
pengadilan yang didukung oleh keamanan dan kehendak baik dari 
kepemimpinan struktural dan pejabat Peradilan lainnya. 
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Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri tersebut tentu tidak 
dapat dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi kepaniteraan maupun 
kesekretariatan, karena rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut 
dapat berjalan dengan efektif bila mengfungsikan tugas-tugas 
kepaniteraan mulai proses pendaftaran, persidangan, memutus perkara 
sampai dengan pelaksanaan eksekusi serta dengan mengfungsikan 
tugas-tugas kesekretariatan yang menyangkut sarana prasarana dan 
perlengkapan. 
B. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Tindak 
Pidana Aborsi Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Byl 
1. Deskripsi Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Byl Tentang 
Tindak Pidana Aborsi 
Disini akan diuraikan kronologi kasus tindak pidana Aborsi dalam 
perkara Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Byl, Terdakwa yang bernama 
Reni Eka Saputri binti Trubus Busroni, bahwa pada bulan Sebtember 
2017 mengetahui bahwa terdakwa hamil, kemudian terdakwa 
menghubungi pacarnya  yang bernama Kurniawan Prasetyo yang 
pertamanya mau bertanggung jawab, kemudian pacarnya ini pulang 
kedaerah asalnya dan tidak mau untuk bertanggung jawab, sehingga 
terdakwa berniat untuk menggugurkan kandungannya. Kemudian 
Pada hari jumat tanggal 15 Desember 2017 dan pada hari selasa 
tanggal 2 januari 2018 sekira pukul 06.00 WIB atau setidak-tidaknya 
antara pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan januari 2018 
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bertempat di Griya Helin di Perumahan Fajar Indah kabupaten 
karanganyar dan di Dukuh Tegalsari Rt.001 Rw.004 Desa Cenden 
kec.Sambi Kabupaten Boyolali. Terdakwa menyewa orang untuk 
menggugurkan kandungannya yaitu  Bogi dan Cahyo,  sebelumnya 
kedua belah pihak telah sepakat dengan bayaran Rp 2.300.000; (dua 
juta tiga ratus rupiah) , terdakwa menyewa 2 kamar di tempat kost 
tersebut sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Cahyo masuk 
kedalam kamar, sedangakan Bogi menunggu di luar, terdakwa diminta 
untuk berbaring kemudian di Infus kemudian Bogi memberikan 
kapsul maximas sebanyak 5 kapsul kepada terdakwa dengan 
penggunaan 1 kapsul diletakkan di bawah lidah, 2 kapsul ditelan dan 2 
kapsul dimasukkan dalam vagina terdakwa. Kemudian sekitar 1 jam 
obatnya sudah bereaksi dimana terdakwa mengalami demam dan 
mules sampai pagi. Kemudian sekitar pukul 06.00 cahyo mencabut 
infuse, dan pukul 11.00 terdakwa pulang ,setelah itu perut terdakwa 
masih  bereaksi mules tetapi janin tidak kunjung keluar, hanya ada 
flek-flek darah sedikit, keesokan harinya terdakwa masih bekerja 
seperti biasa, sampai sekitar 2 (dua) minggu terdakwa kembali 
menghubungi Bogi menceritakan bahwa janin yang dalam kandungan 
belum keluar atau gugur, kemudian Bogi menghubungi temannya dan 
diberikan nomor temannya itu kepada terdakwa. Tanggal 28 
Desember 2017 terdakwa menghubungi Arin Sugesti seorang Bidan 
yang dapat menggugurkan kandungan, Arin merespon dan mereka 
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membuat kesepakatan dengan membayar Rp 3.500.000,- s/d Rp 
4.000.000,- tergantug dengan usia kandungan. Pada tanggal 01 januari 
2018 terdakwa menghubungi Arin lagi  kemudian malam harinya 
mereka melakuka Aborsi di rumah terdakwa , Arin diantar oleh 
suaminya dan masuk ke dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa 
diminta untuk berbaring di ruang tamu   Arin membagi 1 tablet obat 
Invitec/ Mesoprolol menjadi dua kemudian  Arin measukan separuh 
obat Mesoprolol ke dalam Vagina dan disusul meminum yang 
separuhnya, dan terdakwa diminta berbaring terus selama 1 jam dan 
tidak boleh bangun. Beberapa jam kemudian terdakwa merasakan 
demam dan perut terasa mules dan obatnya sudah mulai bereaksi 
sampai sekitar pukul 13.00 WIB lalu sekitar pukul 18.00 WIB perut 
tedakwa merasa mules dan sangat sakit sekali terdakwa sudah tidak 
kuat , lalu terdakwa masuk ke kamar mandi jongkok di atas kloset 
merasakan air ketubannya keluar terdakwa memegangi perutnya dan 
berusaha untuk mendorong. Lalu janin yang Tedakwa kandung keluar 
berjenis kelamin laki- laki dan jatuh di kloset beserta plasentanya, 
tedakwa sangat panik dan bingung langsung menghubungi Arin untuk 
datang kerumahnya. Kemudian Arin datang , terdakwa menanyakan 
Arin janinya di buang saja, lalu Arin menyarankan untuk dikubur 
belakang rumahnya dan dibungkus dengan mukena putih. Terdakwa 
langsung meminjam cangkul tetangganya untuk menggali tanah di 
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belakang rumahnya  sekitar 30 cm, setelah itu janinnya di kubur  dan 
terdakwa menimbun lubang sendirian sedangkan Arin kembali pulang. 
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 
31/Pid.Sus/2018/PN Byl 
Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di peroleh 
fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pukul 
15.00 WIB ditemukan orok bayi di belakang rumah terdakwa 
di dukuh Tegalsari RT. 01 RW . 04 Desa Canden kecamatan 
Sambi Kabupaten Boyolali; 
2. Bahwa,awalnya Rio Pujianto sedang menyapu di belakang 
rumah Rio Pujianto dan Rio Pujianto melihat seeko kucing 
sedang mengorek-ngorek tanah karena curiga lalu Rio 
Pujianto mendekat dan melhat ada bungkusan kain berwarna 
putih, lalu Rio Pujianto menceritakan kepada Rabimin , 
selanjutnya Rabimin menggali tanah dengan memakai kayu 
semakin kedalam terlihat kain putih lalu ditarik oleh rabimin 
ternyata ada bercak merah setelah dibuka ternyata isinya orok 
bayi laki-laki lengkap dengan tali pusarnya dan sudah 
meninggal dunia. Kemudian mereka mengatakan kepada Sri 
Widodo  untuk melaporkan ke Joko Suseno sebagai 
perangkat desa , lalu Joko suseno dan Sri widodo datang ke 
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lokasi kejadian dan langsung melaporkan hal tersebut ke 
Polsek Sambi dengan membawa orok bayi tersebut. 
3. Bahwa , pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 saat terdakwa 
sedang berada di tempat kerja terdakwa, terdakwa dihubungi 
oleh tetangga terdakwa dan diminta untuk segera pulang ke 
rumah karena ditemukan orok bayi di belakang  rumah 
terdakwa. Setelah ditanyakan mengenai orok bayi tersebut 
terdakwa mengakuinya dan terdakwa kemudian di antar ke 
kantor polisi untuk menyerahkan diri. 
4. Bahwa, kejadiannya bermula pada bulan Sebtember  2017 
terdakwa mengetahui telah hamil bersama pacarnya , namun 
pacarnya tidak bertanggung jawab dan terdakwa berniat 
untuk menggugurkan kandunganya. 
5. Bahwa, terdakwa mendapatkan nomor Bogi dan Nur Cahyo  
merupkan perawat agar membantu menggugurkan 
kandungannya dengan bayaran sebesar Rp 2.300.000; sebagai 
tarif Aborsi, yang dilakukan di Griya helin di daerah 
erumahan fajar indah denagn menyewa dua kamar kost. 
Terdakwa diminta untuk berbaring kemudian di Infus 
kemudian Bogi memberikan kapsul maximas sebanyak 5 
kapsul kepada terdakwa dengan penggunaan 1 kapsul 
diletakkan di bawah lidah, 2 kapsul ditelan dan 2 kapsul 
dimasukkan dalam vagina terdakwa. Kemudian sekitar 1 jam 
69 
 
 
 
obatnya sudah bereaksi dimana terdakwa mengalami demam 
dan mules sampai pagi. 
6. Bahwa, sampai sekitar 2 (dua) minggu terdakwa kembali 
menghubungi Bogi menceritakan bahwa janin yang dalam 
kandungan belum keluar atau gugur, kemudian Bogi 
menghubungi temannya dan diberikan nomor temannya itu 
kepada terdakwa. 
7. Bahwa, Tanggal 28 Desember 2017 terdakwa menghubungi 
Arin Sugesti seorang Bidan yang dapat menggugurkan 
kandungan, Arin merespon dan mereka membuat 
kesepakatan dengan membayar Rp 3.500.000,- s/d Rp 
4.000.000,- tergantug dengan usia kandungan. 
8. Bahwa, Pada tanggal 01 januari 2018 terdakwa menghubungi 
Arin lagi  kemudian malam harinya mereka melakuka Aborsi 
di rumah terdakwa , Arin diantar oleh suaminya dan masuk 
ke dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa diminta untuk 
berbaring di ruang tamu   Arin membagi 1 tablet obat Invitec/ 
Mesoprolol menjadi dua kemudian  Arin measukan separuh 
obat Mesoprolol ke dalam Vagina dan disusul meminum 
yang separuhnya, dan terdakwa diminta berbaring terus 
selama 1 jam dan tidak boleh bangun. 
9. Bahwa, Beberapa jam kemudian terdakwa merasakan demam 
dan perut terasa mules dan obatnya sudah mulai bereaksi 
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sampai sekitar pukul 13.00 WIB lalu sekitar pukul 18.00 
WIB perut tedakwa merasa mules dan sangat sakit sekali 
terdakwa sudah tidak kuat , lalu terdakwa masuk ke kamar 
mandi jongkok di atas kloset merasakan air ketubannya 
keluar terdakwa memegangi perutnya dan berusaha untuk 
mendorong. Lalu janin yang Tedakwa kandung keluar 
berjenis kelamin laki- laki dan jatuh di kloset beserta 
plasentanya. tedakwa sangat panik dan bingung langsung 
menghubungi Arin untuk datang kerumahnya. Kemudian 
Arin datang , terdakwa menanyakan Arin janinya di buang 
saja, lalu Arin menyarankan untuk dikubur belakang 
rumahnya dan dibungkus dengan mukena putih. Terdakwa 
langsung meminjam cangkul tetangganya untuk menggali 
tanah di belakang rumahnya  sekitar 30 cm, setelah itu 
janinnya di kubur  dan terdakwa menimbun lubang sendirian 
sedangkan Arin kembali pulang. 
10. Bahwa, sat orok bayi terdakwa keluar kondisinya sudah 
meninggal karena tidak bergerak lagi dan berjenis kelamin 
laki-laki. 
11. Bahwa, Nur Cahyo Saputro dan Bogi Andiko Swastoro 
bekerja sebagai perawat di Rumah sakit Kasih Ibu di 
Surakarta sedangkan Arin bekerja sebagai bidan di Rumah 
Sakit kasih Ibu di Surakarta 
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12. Bahwa, berdasarkan surat Visum et repertum Nomor 
5982/E.08/RSAS/I/2018 tertanggal 11 januari 2018 yang 
dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Suyanto, Sp. OG 
sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Asy Syifa’ Sambi 
yang telah melakukan pemeriksaan terdakwa Reni Eka 
Saputri dengan hasil pemeriksaan didapatkan tanda dari 
payudaranya, perut, pemeriksaan dalam dan pemeriksaan 
penunjang yang menunjukkan bahwa kondisi tersebt 
merupakan kondisi perempuan pasca persalinan. 
13. Bahwa, berdasarkan surat Visum et repertum Nomor 
001/IKF-ML/XII/LL2018 tertanggal 8 januari 2018 yang 
dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. H. Hari Wujoso, Sp, F, 
M.M sebagai dokter pada instalasi kedokteran forensik dan  
Medikolegai Rumah Sakit umum Dr. Moewardi yang telah 
melakukan pemeriksaan terhadap bayi dari Reni Eka Saputri 
dengan hasil pemeriksaan : korban Bayi jenis kelamin laki-
laki dengan identitas jelas panjang 27(dua puluh tujuh) 
sentimeter, berat 400 (empat ratus) gram, tidak viabel (tidak 
layak hidup di luar rahim), perkiraan umur kehamilan berusia 
5 (lima) sampai 6 (enam) bulan. 
 
 
 
72 
 
 
 
Kesimpulan: 
Reni Eka Saputri melakukan Aborsi dengan tidak sesuai tata cara 
medis dan melakukan Tindak Pidana Aborsi sebanyak dua kali, 
untuk yang pertama kali gagal  yang di bantu oleh dua perawat yaitu 
Bogi dan Cahyo dengan bayaran Rp.2.300.000; dan yang kedua kali 
bernhasil di bantu seorang bidan dengan bayaran Rp 4.000.000; 
dengan usia kandungan 6 bulan janin berjenis kelamin laki-laki 
lengkap. 
Menimbang, bahwa terdakwa telak di dakwa oleh Penuntut 
Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga 
Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut 
diatas memilih langsung Dakwaan alternatif pertama sebagaimana 
diatur dalam Pasal 194 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
36 tahun 2009 tentang kesehatan jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-
Undang republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 
jo. Pasal 64 ayat (1) kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang 
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
a. Setiap Orang 
b. Dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan 
ketentuan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak 
usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu 
dan/atau janin, yang menderitaenyakit kinetik berat dan/atau 
cacat bawaan, maupun yang tidak daat diperbaiki sehingga 
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menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau 
kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan 
trauma psikologis bagi korban perkosaan 
c. Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya 
meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan 
kejahatan atau pelanggaran sehingga harus dipandang 
sebagai suatu perbuatan yang berturut-turut; 
 
3. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 
31/Pid.Sus/2018/PN Byl 
PUTUSAN 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 
MAHA ESA 
Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana 
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan 
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: 
1. Nama Lengkap  : Reni Eka Saputri binti Trubus 
Busroni 
2. Tempat Lahir  : Boyolali 
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/17 Maret 1998 
4. Jenis Kelamin  : Perempuan 
5. Kebangsaan  : Indonesia 
6. Tempat Tinggal  : Dk. Tegalsari RT. 001 RW. 004 
Desa Canden Kecamata Sambi Kabupaten Boyolali 
7. Agama   : Islam 
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8. Pekerjaan  : Belum/ Tidak bekerja 
Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2018 
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : 
1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 
23 Januari 2018 
2. Peranjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak 
tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 
3.  Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 
tanggal 20 Maret 2018 
4.  Majelis Hakim sejak tanggal 13 maret 2018 sampai dengan 
tanggal 11 April 2018 
5.  Perpanjangan Wakil ketua pengadilan sejak tanggal 12 April 
2018 sampai dengan tanggal 10 juni 2018 
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Kristianto, S.H, 
Didik kusuma darmanto, S.H dan Ari Budi Wirawan, S.H 
Posbakumadir yang beralamat di Jalan Raya Semarng Solo 
Urutsewu RT. 002 RW. 001 Ampel Boyolali Jawa Tengah 
berdasarkan Penetapan Penasihat Hukum Nomor 9/Pen.PH/2018/PN 
Byl tertanggal 21 Maret 2018. 
Pengadilan Negeri tersebut; 
Setelah membaca: 
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- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 
31/Pid.Sus/2018/PN Byl, tanggal 13 Maret 2018 tentang 
Penunjukkan Majelis Hakim 
- Penetapan majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Byl. 
Tanggal 13 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang 
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan 
Memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di 
persidangan serta membaca Visum et Repertum Nomor 001/IKF-
ML/XII/LL/2018 tertanggal 8 Januari 2018 atas nama bayi dari Reni 
Eka Saputri dan Visum et Repertum nomor 5982/E.08/RSAS/I/2018 
tertanggal 11 Januari 2018 atas nama Reni Eka Saputri 
Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana yang 
diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:  
1. Menyatakan Terdakwa Reni Eka Saputri Bnti Trubus Basroni 
bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan 
aborsi tidak sesuai dengan ketentuan indikasi kedaruratan medis 
yang dideteksi sejak usia dini kehamilan baik mengancam 
nyawa ibu dan atau janin menderita penyakit genetik berat/cacat 
bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga 
menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, kehamilan 
akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologi 
bagi korban perkosaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 194 
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UURI No. 36 tahun 2009 jo Pasal 75 ayat (2) UURI No. 36 
tahun 2009 tentang Kesehatan. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Reni Eka Saputri Binti trubus 
Busroni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi 
selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar 
terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 ( 
dua ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) buah kain warna putih 
- 1 (satu) nuah handphone merk Oppo warna Rosegold 
- 1 (satu) buah Cangkul gagang kayu dirampas dan 
dimusnahkan 
4. Menetapkan agar terdakwa Reni Eka Saputri Binti trubus 
Busroni, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 
(dua ribu lima ratus rupiah) 
Setelah membaca dan mendengar Nota pembelaan (Pledoi) 
Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohn keringanan 
hukuman dengan alasan sebagai berikut: 
- Terdakwa merasa menyesal,bersalah atas perbuatan yang 
sudah terdakwa lakukan dan terdakwa tidak akan 
mengulangi perbuatan itu lagi 
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- Pada saat itu terdakwa merasa bingung, panik, malu dan 
takut karena terdakwahidu sendiri jauh dari orangtua, juga 
lelaki yang sudah menghamilinya lari dari tanggung jawab 
- Terdakwa kuatir kedepannya tidak bisa membesarkan anak 
terdakwa seorang diri karena terdakwa  tidak mau anaknya 
tumbuh tana kedua orang tua yang utuh 
- Terdakwa ingin bekerja karena terdakwa masih muda, ingin 
menata hidup dan memperbaiki hidup lebib baik 
Setelah membaca dan mendengar nota pembelaan (pledoi) 
terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis yang pada 
pokoknya memohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya 
dengan memperhatikan rasa keadilan, mengingat bahwa terdakwa 
masih muda dan terlebih belum pernah dihukum 
Setelah mendengar tanggaan Penuntut Umum secara lisan terhadap 
Nota pembelaan (pledoi) terdakwa dan penasihat hukum terdakwa 
yang pada pokoknya menyatakan tetap ada tuntutan. 
MENGADILI 
1. Menyatakan Terdakwa Reni Eka Saputri binti Trubus Busroni 
tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan aborsi tidak 
sesuai dengan ketentuan indikasi kedaruratan edis terus menerus 
sebagai perbuatan yang dilanjutkan’ sebagaimana dalam 
Dakwaan alternatif pertama 
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2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 
200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila 
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 
selama 1 (satu) bulan 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan 
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan 
5. Menetapkan barang bukti berupa 
- 1 (satu) buah kain putih 
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Rosegold di 
kembalikan terdakwa 
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu di kembalikan 
saksi Sri Widodo 
6. Membebankan keada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 
Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah) 
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri  Boyolali pada hari jumat tanggal 11 Mei 
2018 oleh Tuty Budhi Utami, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Agung 
Wicaksono, S.H, M.Kn dan Imelda, S.H masing-masing sebagi hakim 
anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 
Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para 
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Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Hartati sebagai Panitera 
Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali serta dihadiri oleh Agung 
Nugroho, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 
Boyolali dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya. 
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BAB IV 
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOYOLALI 
NOMOR 31/PID.SUS/2018/PN.BYL TENTANG ABORSI 
 
A. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana 
Aborsi Pada Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl 
Dalam kasus yang diteliti, Jaksa Penuntut Umum menggunakan 
dakwaan Alternatif dalam dakwaan nomor : 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl 
sebagai berikut: 
1. Dakwaan Alternatif Pertama 
Sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 194 UURI No. 
36 Tahun 2009 jo Pasal 75 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan Jo pasal 64 ayat (1) KUHP; atau 
2. Dakwaan Alternatif Kedua 
Sebagaimana diancam pidana dalam pasal 77 A UU NO. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah 
dan ditambah dengan UU No 35 Tahun 2014 yang telah dirubah 
dengan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No. 
23 Tahun 2002 dan telah ditetapkan menjadi UU No. 17 Tahun 
2016 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau 
3. Dakwaan Alternatif Ketiga 
Sebagimana diancam pidana dalam pasal 346 KUHP Jo. 
Pasal 64 ayat (1) KUHP 
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Dari ketiga Dakwaan alternatif diatas Majelis Hakim memilih 
menggunakan Dakwaan alternatif pertama  berdasaran fakta-fakta hukum 
yang memenuhi unsur-unsur yakni dalam Pasal 194 UURI No. 36 Tahun 
2009 jo Pasal 75 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagai berikut: 
a) Setiap Orang 
b) Dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan 
indikasi kedaruratan medis  
c) Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya meskipun 
perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau 
pelanggaran sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan 
yang berturut-turut; 
1. Setiap Orang 
Pengertian “Setiap orang” adalah orang 
perseorangan atau korporasi dan yang dimaksud anak 
adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Bahwa 
unsur ini pengertiannya menunjuk kepada seseorang atau 
pelaku yang dapat bertanggungjawab yang telah melakukan 
perbuatan melanggar hukum dan diancam pidana. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 
yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan 
barang bukti dalam perkara yang dimaksud unsur ke-1 dari 
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Pasal yang termuat Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah 
terdakwa atas nama Reni Eka Saputri binti Trubus Basroni, 
sehingga unsur setiap orang terpenuhi. 
2. Dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan 
ketentuan indikasi kedaruratan medis  
Yang dimaksud dengan aborsi adalah berakhirnya 
kehamilan dengan dikeluarkannya janin (fetus)atau embrio 
sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di 
luar rahim sehingga mengakibatkan kematiaan. Dalam 
ilmu kedokteran aborsi di bagi menjadi dua yaitu: 
a) Aborsi yang sifatnya spontan (abortus 
spontaneus) yaitu gugurnya kandungan yang 
disebabkan oleh trauma kecelakaan atau sebab-
sebab alami. 
b)  Aborsi yang sifatnya disengaja (abortus 
provokatus) yaitu jenis pengguguran kandungan 
yang dilakukan dengan cara menghentikan 
kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar 
kandungan (di luar tubuh ibu). 
Syarat dalam melakukan abortus provokatus 
medisinalis yang benar seperti : 
a) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki 
keahlian dan kewenangan untuk melakukan yaitu 
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oleh seorang dokter ahli kebidanan danp enyakit 
kandungan sesuai dengan tanggung jawab profesi 
b) Harus meminta pertimbangan tim ahli ( ahli 
medis lain, agama, hukum dan psikologi) 
c) Harus ada persetujuan tertulis dari pasien atau 
suaminya atau keluarga terdekatnya 
d) Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki 
tenaga ahli/ peralatan yang memadai yang 
ditunjuk oleh pemerintah 
e) Prosedurnya tidak dirahasiakan 
f) Didukung oleh dokumen medik yang lengkap 
Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa benar 
melakukan aborsi dengan secara sengaja serta inisiatif diri 
sendiri  untuk melakukan aborsi tidak sesuai ketentuan 
medis yaitu Terdakwa membayar orang yang bukan ahli 
dibidangnya untuk mengaborsi janinya dan tidak 
memenuhi syarat melakukan abortus provocatus diatas. 
Maka unsur  “Dengan sengaja melakukan aborsi tidak 
sesuai dengan ketentuan indikasi kedaruratan medis “ 
dalam hal ini terepenuhi. 
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3. Kalau antara beberapa perbuatan ada 
perhubungannya meskipun perbuatan itu masing-
masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran 
sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan 
yang berturut-turut. 
Perbuatan berlanjut terdiri atas beberapa perbuatan 
pidana yang masing-masing berdiri sendiri saling 
berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dari 
beberapa perbuatan itu mempunyai hubungan yang timbul 
dari suatu kehendak yang terlarang yang masing-masing 
berdiri sendiri sebagai tindak pidana dengan memenuhi 
persyaratan: 
- Rentetan perbuatan harus timbul dari satu 
kehendak terlarang 
- Antara beberapa perbuatan itu tidak melampaui 
jangka waktu yang lama 
- Beberapa perbuatan itu harus sama jenisnya 
Berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah 2 (dua) 
kali melakukan perbuatan melakukan aborsi yaitu: 
- Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 
sekitar pukul 23.00 WIB di dalam kamar kost di 
Griya Helin di daerah Perumahan Fajar indah di 
Surakarta dengan cara Bogi Andiko Swastoro dan 
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Nur Cahyo Sautro datang ketempat itu kemudian 
Cahyo memberikan infus yang berisi Neurobion 
kepada terdakwa sedangkan Bogi memberikan 5 
kapsul kepada terdakwa dengan penggunaan 1 
(satu) kapsul diletakkan di bawah lidah, 2 (dua) 
kapsul di telan dan 2 (dua) kapsul dimasukkan ke 
dalam vagina terdakwa. 
- Pada hari selasa tanggal 2 januari 2018 sekitar 
pukul 06.00 WIB di rumah terdakwa di Dukuh 
Tegalsari Rt 01 Rw 04 Desa Canden kecamatan 
Sambi Kabupaten Boyolali dengan cara arin 
datang kerumah terdakwa kemudian Arin 
meminta terdakwa untuk berbaring di ruang tamu 
lalu arin memasukan sebagian obat invitec ke 
dalam Vagina Terdakwa dan sebagian lagi 
diletakkan di bawah lidah Terdakwa lalu Arin 
berpesan agar terdakwa jangan bangun dulu 
selama 1 (satu) jam 
Berdasarkan fakta hukum rentetan perbuatan yang 
dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) kali 
melakukan perbutan aborsi antara ke-2 (dua) perbuatan 
tersebut tidak melampui jangka waktu yang lama yaitu 
berjarak sekitar 2 ( dua) minggu dan seluruh perbuatan 
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yang dilakukan oleh terdakwa sama jenisnya yaitu 
perbuatan dengan kualifikasi aborsi. Maka unsur ini 
terpenuhi. 
Maka analisisa dapat diuraikan sebagai berikut: 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir 
(vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi 
pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim 
menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah 
dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. 
Dalam menjatuhkan hukuman pidana, Hakim harus 
berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua 
alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa 
tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan 
terdakwalah pelakunya. Mengenai alat bukti yang sah 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP, 
dirumuskan pada Pasal 184 ayat (1) sebagai berikut: 
Alat Bukti yang sah ialah: 
a. Keterangan Saksi 
b. Keterangan Ahli 
c. Surat; 
d. Petunjuk dan 
e. Keterangan Terdakwa 
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Selanjutnya dalam proses persidangan, berdasarkan 
dua alat bukti yang sah Hakim harus membuktikan bahwa 
semua unsur dari pasal yang didakwakan /dituntutkan JPU 
kepada terdakwa telah terpenuhi oleh terdakwa sehingga 
menimbulkan keyakinan bahwa terdakwa adalah orang 
yang dapat di hukum atas apa yang dilakukannya. Namun, 
sebelum hakim sampai kepada kesimpulan tersebut, 
terlebih dahulu hakim harus mempertimbangkan aspek 
non-yuridis dan aspek yuridis. Pertimbangan hakim 
tersebut merupakan pendapat atau alasan yang digunakan 
oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi 
dasar sebelum memutus perkara. 
Dalam putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl, 
proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 
majelis hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan 
hukum yang berlaku, Hakim melihat bahwa berdasarkan 
ketiga dakwaan Jaksa Penuntut Umum , dakwaan 
alternatif pertamalah yang sesuai unsur-unsur  berdasarkan 
fakta-fakta dipersidangan. Jika dilihat dakwaaan alternatif 
kedua yang didakwakan pasal 77 A UU NO. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah 
diubah dan ditambah dengan UU No 35 Tahun 2014 yang 
telah dirubah dengan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang 
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perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 dan telah 
ditetapkan menjadi UU No. 17 Tahun 2016 dan dakwaan 
alternatif ketiga yang didakwakan dalam pasal 346 KUHP, 
keedua dakwaan ini hampir mirip bunyi pasalnya yang 
secara sengaja melakukan aborsi tidak sesuai ketentuan 
yang diundang-undangkan,namun Dalam hal ini juga 
berlaku asas Lex specialis derogat legi generali adalah 
suatu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa 
hukum yang bersifat khusus (lex specialis) 
mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex 
generalis). Dapat kita lihat pada KUHP diatur hal 
mengenai aborsi (Pasal 346, Pasal 367, Pasal 348, dan 
Pasal 349), tetapi Hakim menyatakan bahwa semua unsur 
di Pasal 194 UU RI No.36 Tahun 2009 telah terpenuhi. 
Maka dapat disimpulkan bahwa hukum materiil di dalam 
putusan ini dikesampingkan dalam UU No.36 Tahun 
2009.  
Dalam kasus yang penulis teliti, hakim berpendapat 
bahwa terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 
yang meringankan, yaitu: 
Keadaan yang memberatkan : 
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- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang  tidak 
pantas dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak yang 
dikandungnya 
Keadaan yang meringankan : 
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan 
- Terdakwa menyesali perbuatannya 
- Terdakwa belum pernah dihukum 
- Terdakwa berinisiatif menyerahkan dirinya kepada 
pihak kepolisian 
Apa yang di pertimbangkan dan diputuskan oleh 
hakim tersebut di atas  menurut penulis masih terkesan 
ringan dan kurang adil, dengan alasan sebagai berikut: 
- Karena bila melihat rumusan ketentuan pidana pasal 
194 UURI No. 36 Tahun 2009 jo Pasal 75 ayat (2) 
UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu 
pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda 
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 ( satu milyar) 
- Karena melihat letak perkara di dalam putusan ini 
terdakwa telah secara sengaja dan inisiatif diri sendiri 
melakukan aborsi sebanyak dua kali, dan usia 
kehamilan sudah mencapai 6 (enam) bulan dimana 
wujud janin sudah sempurna dan berjenis kelamin 
laki-laki. 
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- Karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim, yaitu 1 
tahun penjara dikurangi masa tahanan dianggap 
singkat, sehingga tidak memberikan efek jera kepada 
para pelaku lain agar tidak melakukan hal yang sama. 
-  
B. Prespektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan 
Negeri Boyolali  Tentang Tindak Pidana Aborsi 
Hukum pidana Islam berasal dari konsep hukum Islam yang 
berhubungan dengan tindak  kriminal. Istilah-istilah tersebut antara lain: 
1. „Uqubah, yang berati hukuman atau siksa, sedangkan menurut 
terminologi hukum Islam al-„uqubah adalah hukum pidana 
Islam, yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak 
kriminal. 
2. Jari>mah, berasal dari akar kata jarama, yajrimu, jarimatan, yang 
berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian cara khusus 
dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan 
yang dibenci”. Kata Jari>mah juga berasal dari kata ajrama, 
yajrima yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan 
dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpag dari jalan yang 
lurus”.1 
Hukuman menurut hukum pidana Islam dikenal dengan istilah 
„uqubah yang artinya bentuk balasan bagi seorang yang atas 
                                                             
1
 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Soebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jina>yah), 
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 14. 
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perbuatannya melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan Allah dan 
Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.Penerapan hukuman dengan 
tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta 
mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian 
terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta 
maupun kehormatan. 
Untuk ketentuan sanksi atau hukuman terhadap perbuatan Tindak 
Pidana Aborsi. Pada umumnya aborsi di dalam Islam tidak diperbolehkan 
atau Haram dan ada pula yang status hukumnya masih diperdebatkan 
dikalangan ulama fiqh. Ulama fiqh membagi Jari>mah apabila dilihat dari 
berat ringanya hukuman ada tiga jenis, yaitu h}udu>d , qis}a>s  diyat dan 
ta’zir. Jari>mah  h}udu>d yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan 
ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak 
Allah). Para Ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam 
Jari>mah  h}udu>d itu ada tujuh macam, yaitu zina, qazf, pencurian, 
perampokan, pemberontakan, minum-minuman keras, dan murtad. 
Sedangkan  Jari>mah  Qis}a>s Diyat yaitu suatu hukuman yang ditetapkan 
dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan. Dengan 
demikian tindak pidana aborsi masuk dalam sanksi atau hukuman 
Jari>mah  Qis}a>s Diyat, karena perbuatan ini termasuk jenis tindak pidana 
terhadap nyawa. 
Qis}a>s Diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan 
nyawa) dan anggota badan (pelukan) yang diancam dengan hukuman 
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qis}a>s (serupa= semisal) atau hukum diyat (ganti rugi dari si pelaku atau 
ahlinya kepada si korban atau walinya. Atau bisa juga dikatakan  suatu 
hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana 
yang dilakukan, seperti membunuh di balas membunuh. 
Aborsi yang disepakati keharamannya adalah aborsi yang dilakukan 
setelah usia 120 hari, atau 16 minggu terhitung sejak pembuahan. 
Adapun aborsi yang diperselisihkan adalah aborsi yang dilakukan 
sebelum masa tersebut. Berikut hukum melakukan aborsi dari padangan 
ulama: 
1. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah diperbolehkan 
menggugurkan kandungan yang belum memasuki usia 120 
hari.alasannya adalah karena janin itu belum bernyawa sehingga 
masih boleh dirancang sesuai dengan keinginan. 
2. Menurut ulama kalangan Syafi’iyah, aborsi sebelum peniupan 
roh hukumnya makruh. Akan tetapi, beberapa tokoh besar dari 
ulama mazhab Syafi’i lainnya, seperti Imam Al-Ghazali 
menganggap aborsi haram secara mutlak. 
3. Menurut ulama mazhab Maliki, aborsi hukumnya haram sejak 
terjadinya konsepsi. Akan tetapi, sebagian ulama Malikiyah 
lainnya menganggap makruh apabila kehamilan sudah 
memasuki usia 40 hari dan haram apabila sudah berusia 120 
hari. 
93 
 
 
 
4. Menurut Muhammad Ramli, ia menganggap aborsi sebelum 
peniupan roh hukumnya boleh. 
Dari pendapat para ulama dapat di simpulkan bahwa aborsi bila 
dilakukan pada usia 120 hari atau lebih hukumnya haram karena di usia 
tersebut sudah terbentuk ruh.  
Di dalam fiqh Jina>yah, sanksi yang diberlakukan kepada pelaku aborsi 
dibedakan menjadi lima kategori, tergantung kondisi janin dan waktu 
keluarnya.
2
 
1. Janin pada Saat Keluar Sudah dalam Keadaan Meninggal 
Ketika janin keluar dan berpisah dengan badan ibunya 
sudah dalam keadaan meninggal, pelaku dikenai sanksi 
hukuman diyat janin, yaitu ghurrah, dengan cara memerdekakan 
seorang laki-laki atau perempuan budak yang harganya senilai 
dengan lima ekor unta. Bahwa harga lima ekor unta itu 
merupakan lima persen dari diyat pembunuhan sengaja dan 
terencana, atau dengan sejumlah uang yang senilai harga 
tersebut, yaitu lima puluh dinar atau lima ratus dirham. 
2. Janin Korban Aborsi Tersebut pada Awalnya Hidup Kemudian 
Sengaja Dibunuh oleh Pelaku
3
 
Dalam kondisi demikian,pelaku tersebut harus dikenakan 
sanksi pidana qis}a>s atau setidak-tidaknya diyat secara sempurna. 
Sanksi hukuman dalam kasus ini sangat berat karena pelaku 
                                                             
2
Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam; At-tasyri‟ al-jina al-islamiy 
Muqaranan bil Qanunil Wad‟iy, (Bogor: PT Kharisma Ilmu). Hlm. 105 
3
Ibid. 
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dinilai sengaja dan merencanakan secara rapi. Jika kepala janin 
sudah keluar, sedangkan badannya masih berada dalam rahim 
ibunya dan sudah meninggal harus membayar ghurrah. Sanksi 
hukum dalam kasus aborsi kedua ini adalah hukuman qis}a>s atau 
diyat sempurna. Kadar diyat secara sempurna bagi janin 
tergantung dengan jenis kelamin janin korban aborsi tersebut. 
Jika janinnya laki-laki, diyatnya penuh, yaitu membayar seratus 
ekor unta atau yang senilai dengan itu. Jika janinnya perempuan, 
diyatnya setengah dari diyat janin laki-laki, yaitu membayar 
lima puluh ekor unta atau senilai dengan itu. 
3. Pada awalnya Janin Tersebut Hidup Kemudian Meninggal 
Bukan karena Dibunuh Pelaku, tetapi karena Sebab- Sebab Lain 
Dalam kasus aborsi seperti ini, di mana janin yang awalnya 
hidup tetapi kemudian mati karena ibu enggan menyusuinya, si 
ibu diberi hukuman takzir, sementara jika bayi telah keluar dari 
perut ibunya kemudian dibunuh oleh pelaku, hukumannya 
berupa qis}a>s karena membunuh jiwa yang diharamkan Allah. 
4. Janin Tidak Bisa Keluar dari Perut Ibunya atau Keluar Setelah 
Ibunya Meninggal 
Jika janin baru bisa keluar sang ibu meninggal atau ibunya 
meninggal dan bayi masih berada di dalam perutnya, pelaku 
aborsi dikenakan hukuman takzir. 
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5. Pelaku Menganiaya si Ibu Terlebih dahulu sehingga Janin Keluar 
dalam Keadaan Meninggal 
Pelaku bertanggung jawab atas tindakan menganiaya si ibu 
dan dituntut atas meninggalnya janin. Kalau ada seseorang 
memberikan makanan atau minuman khusus kepada ibu hamil 
dan berakibat kematian setelah terlebih dahulu  janinnya 
dikeluarkan juga keadaan meninggal, orang tersebut dituntut 
pidana atas pembunuhan  si ibu dengan kategori pembunuhan 
menyerupai sengaja dan ia harus membayar ghurrah atas 
kematian janin. Jadi pelaku bertanggung jawab atas Jari>mah 
pembunuhan dan aborsi. 
Menurut analisa yang ditemukan dilihat dari segi hukuman yang 
dilanggarnya mengenai kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan  dalam 
perkara Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl dapat dijatuhi Jari>mah diyat 
sempurna. Jika dipandang dari sisi korbannya, menurut analisa, huluman 
bagi pelaku aborsi tidak dapat disamakan dengan hukuman bagi pelaku 
pembunuhan manusia dengan sengaja, yaitu qisas, hal itu dikarenakan 
janin yang digugurkan kemungkinan untuk hidup di alam nyata masih 
bersifat relatif, sementara keberadaan manusia di alam nyata sudah pasti. 
Oleh karena itu qisas hanya dapat diterapkan kepada pelaku pembunuhan 
sengaja terhadap manusia atau janin yang telah hidup. 
Berdasarkan uraian kasus aborsi yang dilakukan oleh seorang ibu 
yang menggugurkan kandungan janinnya sendiri, pada dasarnya pelaku 
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dengan sengaja melakukan Jari>mah terhadap janinnya sehingga terdakwa 
pelaku Jari>mah tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban atas Jari>mah  
yang dilakukannya. Karena pelaku Jari>mah  tersebut adalah seorang yang 
dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya  karena sudah 
baligh atau sudah mempunyai kecakapan hukum atau lebih dikenal 
sebagai mukallaf (sudah berumur 19 tahun). 
Berdasarkan uraian kasus tindak pidana aborsi di dalam putusan 
Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl, usia kandungan yang digugurkan 
adalah 6 (enam ) bulan , berarti dilihat secara terbentuknya manusia janin 
tersebut sudah terbentuk secara sempurna, sedangkan dari pendapat para 
ulama apabila kandungan sudah berusia lebih dari 120 hari maka 
hukumnya haram secara mutlak, jadi kasus tindak pidana aborsi dalam 
putusan tersebut adalah haram secara mutlak. Sedangkan sanksi di dalam 
pidana Islam yang diberlakukan pada kasus tindak pidana aborsi ini 
termasuk kategori  janin pada saat keluar sudah dalam keadaan 
meninggal dan kategori janin korban aborsi tersebut pada awalnya hidup 
kemudian sengaja dibunuh oleh pelaku, berdasarkan analisa penulis 
terhadap putusan ini janin sudah meninggal saat keluar, namun janin ini 
pada awalnya hidup dalam kandungan karena pelaku ingin 
menggugurkan kandungannya pelaku secara sengaja dan merencanakan 
dengan rapi, maka sanksi hukuman untuk kategori ini adalah hukuman 
diyat sempurna (diyat mugholadh), kadar diyat secara sempurna bagi 
janin ini sangat tergantung jenis kelamin janin ,karena janin yang di 
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keluarkan oleh pelaku adalah laki-laki maka membayar seratus ekor unta 
atau senilai dengan itu. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah didapatkan dari uraian dan 
menganalisa kasus mengenai tindak pidana aborsi di Pengadilan Negeri 
Boyolali, maka penulis mendapatkan kesimpulan dan saran sebagai 
berikut: 
1. Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam putusan nomor 
31/Pid.Sus/2018/PN.Byl ini adalah adanya dakwaan penuntut 
umum dengan dakwaan alternatif, kemudian Majelis Hakim 
memilih dakwaan penuntut umum yang pertama karena melihat 
fakta hukum terpenuhi, yang menuntut 1 (satu ) tahun 
penjara.Hakim menjatuhkan pidana selama 1 (satu)Tahun sesuai 
tuntutan penuntut umum, dikarenakan Hakim yakin bahwa 
perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang tidak bermoral 
dan tidak manusiawi yang telah menghilangkan nyawa janinnya 
sendiri. Dalam hal ini juga berlaku asas Lex specialis derogat legi 
generali adalah suatu asas penafsiran hukum yang menyatakan 
bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) 
mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). 
2. Prespektif  Hukum Pidana Islam terhadap perkara Nomor: 
31/Pid.Sus/2018/PN.Byl tentang tindak pidana aborsi, maka pelaku 
tersebut dalam hukum pidana Islam dapat dikenai 
pertanggungjawaban. Sanksi hukuman untuk kategori ini adalah 
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hukuman diyat sempurna, kadar diyat secara sempurna ,karena 
janin yang di keluarkan oleh pelaku adalah laki-laki maka 
membayar seratus ekor unta atau senilai dengan itu. 
 
B. Saran - saran 
Setelah  menyelesaikan laporan hasil penelitian ini, penulis sangat 
menyadari dan merasakan sepenuhnya bahwa penelitian ini masih banyak 
kekurangan serta masih jauh dari sempurna. Akan tetapi ada beberapa 
saran yang penyusun sampaikan sebagai berikut: 
1. Kepolisian Republik Indonesia seharusnya melakukan penyuluhan 
terhadap bahaya pergaulan bebas dan aborsi, khususnya kepada 
anak-anak usia remaja sampai dewasa. 
2. Kepada Orang Tua peran keluarga sebagai orang terdekat, 
diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang agama agar 
dapat menjahui perbuatan yang dialarang, dan menjaga akhlak. 
3. Kepada Pelaku agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, 
menjaga kehormatan sebagai seorang wanita serta lebih berhati- 
hati lagi dalam memilih pertemanan. 
4. Referensi bagi adik-adik tingkat untuk kelanjutannya agar 
mengambil judul skripsi atu meneliti Aborsi yang dilakukan 
melalui online dilhat dari prespektif hukum Islam. 
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